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Kata Pengantar

Analisis implementasi kebijakan hak ulayat melibatkan be-
berapa aspek yang perlu dievaluasi, seperti keberhasilan kebijakan,
dampaknya terhadap masyarakat adat, keterlibatan dan partisipasi
masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan respon dari berbagai
pihak terkait. Analisis implementasi kebijakan hak ulayat memerlu-
kan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pe-
mangku kepentingan. Tujuan akhirnya adalah untuk memastikan
bahwa kebijakan ini berkontribusi positif bagi masyarakat adat,
memperkuat hak-hak mereka, dan melindungi warisan budaya dan
lingkungan mereka.

Papua Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia
dengan kelompok etnis dan budaya yang beragam. Masalah yang
berkaitan dengan hak ulayat termasuk hak-hak masyarakat adat atas
tanah dan sumber daya alam yang telah menjadi perhatian penting
selama beberapa tahun terakhir. Implementasi kebijakan pengakuan
dan perlindungan hak ulayat bertujuan untuk memberikan kele-
luasaan dan kewenangan kepada masyarakat Papua Barat dalam
mengelola dan membangun wilayahnya dan untuk meningkatkan
kualitas hidup masyarakatnya. Selain itu, pengakuan hak ulayat di
Papua Barat juga dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan
martabat Papua Barat dalam bingkai NKRI, serta mempertegas
prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan bagi seluruh wilayah
Indonesia.

Masalah yang berkaitan dengan hak ulayat termasuk hak-hak
masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam yang telah men-




jadi perhatian penting selama beberapa tahun terakhir. Beberapa
organisasi dan kelompok masyarakat di Papua Barat telah memper-
juangkan pengakuan hak ulayat mereka, termasuk hak atas tanah
adat dan hak untuk mengelola sumber daya alam secara tradisional.
Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meng-
akui hak-hak ini melalui berbagai undang-undang dan kebijakan.

Potret tentang implementasi kebijakan pengakuan dan per-
lindungan hak ulayat di Papua Barat ditulis secara seksama oleh
Saudara Choiruddin Wachid. Dalam buku ini penulis cukup
representatif menganalisis implementasi kebijakan pengakuan dan
perlindungan hak ulayat dalam konteks sosial budaya dan hukum
Orang Asli Papua (OAP). Buku ini juga dilengkapi dengan analisis
yang tajam dengan menggunakan perspektif teori kebijakan publik,
sehingga semakin memperkaya wawasan pembaca, baik secara
empirik maupun teoritik. Karena itu, buku ini sangat relevan men-
jadi bahan referensi baik bagi kalangan akademisi, pemerintah,
mahasiswa, pemerhati sosial, aparat kepolisian, dan masyarakat
pada umumnya. Akhir kata kami ucapkan selamat atas diterbitkan-
nya buku ini.

Jakarta, Juli 2023

Irjen. Pol. Dr. Tornagogo Sihombing, S.1.K., M.Si.
Wa Irwasum Polri
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Bab 1
Konteks Orang Asli Papua dan Hak
Ulayatnya

A. Tipologi Orang Asli Papua (OAP)

Secara historis, definisi Orang Asli Papua (OAP) berasal dari
ingatan keras tentang masa lalu yang penuh dengan perjuangan
untuk menunjukkan identitas mereka. Oleh karena itu, semua pe-
mangku kepentingan di Tanah Papua setuju bahwa masyarakat adat
Papua adalah orang asli papua dan diakui secara hukum oleh
Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua Barat. Istilah
Orang Asli Papua (OAP) mengacu pada garis keturunan laki-laki
atau Patrilineal dari rumpun ras Melanesia yang ada di Papua.
Secara de facto, wilayah tersebut berbicara tentang wilayah, sumber
daya alam, budaya, kearifan lokal, bahkan juga religiusitas. Kemu-
dian dihadapkan pada dua hal: secara genealogis memiliki hubu-
ngan darah dengan Orang Asli Papua yang memang mengikuti garis
keturunan bapak dengan menggunakan marga atau fam.

Menurut Undang-Undang Otsus Papua, Orang Asli Papua
adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri
dari suku-suku asli Papua atau yang diakui oleh masyarakat adat
Papua sebagai orang asli Papua. Sebutan “Orang Asli Papua” ber-
asal dari istilah “Masyarakat Adat”, yang menggambarkan identitas
orang asli Papua, termasuk konflik terkait pengelolaan sumber daya
alam di Papua. Termasuk dalam hal ini dua provinsi Indonesia:
Papua dan Papua Barat.

Secara geografis, yaitu telah tinggal di Papua untuk jangka
waktu yang cukup lama, dan telah menunjukkan rasa terima kasih
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kepada Papua. Dengan kata lain, Orang Asli Papua (OAP) adalah
orang-orang yang benar-benar terlahir sebagai Orang Asli Papua
karena darah Papua melekat pada mereka. Tidak seperti penduduk
Papua secara geografis, mereka inilah yang berhak disebut sebagai
OAP. Hal ini menyebabkan beberapa orang harus utilize marga atau
fam ibunya yang perempuan Papua untuk mendapatkan pelayanan
spesial setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 diberlaku-
kan.

Selain itu, kelompok adat Papua dibagi menjadi dua
kelompok utama: turunan laki-laki dan perempuan. “Om” adalah
sebutan untuk saudara laki-laki atau saudara perempuan mama
dalam pemahaman budaya suku-suku Papua. “Om” selalu mendapat
tempat atau bagian, menurut nilai adat Papua. Turunan perempuan
selalu menunggu pendapat dan keputusan dari om atau saudara laki-
laki mereka dalam pembagian warisan adat atas tanah. Untuk
mengetahui identitas Orang Asli Papua, akan lebih baik jika kita
tidak bergantung hanya pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001. Orang Asli Papua dianggap oleh masyarakat adat
Papua sebagai orang yang berasal dari suku-suku asli yang ada di
Provinsi Papua. Akan lebih baik jika juga dapat menerima orang-
orang yang berasal dari Papua, bukan mereka yang secara geografis
tinggal di Papua atau telah berbuat baik di sana.

1. Hak Ulayat di Papua Barat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “hak ulayat”
dikaitkan dengan wilayah dan hak. Jadi, ketika berbicara perihal
hak ulayat, berbicara mengenai hak patuanan, yang juga dikenal
sebagai “tuan tanah” atau anak negeri pribumi. Karena dasar ini,
orang Papua sering mengidentifikasi diri sebagai laki-laki dan
perempuan secara politik sosial budaya. Dalam filosofi Papua,
mereka menghormati pria sebagai tuan dan wanita como puan.
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Hak ulayat atau hak patuanan, juga dikenal sebagai
Beschhikkingsrecht, adalah hak pertama dari sembilan hak adat
tanah. Hak ulayat adalah hak yang sangat tua dengan dasar
keagamaan religius. Herbert Spencer (1820-1903) memiliki teori
tentang evolusi sosial universal, yang mengatakan bahwa di setiap
negara di dunia, religi dimulai karena manusia sadar dan takut akan
kematian. Cornelis van Vollehoven menggambarkan hak ulayat se-
bagai hak yang sangat tua yang awalnya bersifat religius dan magis
dan dimiliki oleh suku (stam), gabungan desa (dorpsbond), atau
bahkan hanya satu desa saja.

2. Wilayah Budaya Masyarakat Adat Papua Barat

Tujuh wilayah adat budaya terdiri dari suku-suku yang
tinggal di Tanah Papua Barat. Wilayah adat budaya Tabi atau
Mamta terdiri dari suku-suku yang tinggal di dataran sungai
Mamberamo hingga Sungai Tami. Wilayah adat budaya Saireri ter-
diri dari suku-suku yang tinggal di Teluk Saireri. Wilayah adat
budaya Doberay terdiri dari suku-suku yang tinggal di daerah
kepala burung. Wilayah adat budaya Kepala Burung terdiri dari
suku-suku yang tinggal di daerah

Menurut pembagian wilayah adat Papua, Provinsi Papua
Barat terdiri dari wilayah adat Papua Doberay dan Bomberai yang
terletak di Tanah Papua, Indonesia. Orang Papua di wilayah adat
budaya Doberai dan Bomberay Papua Barat biasanya memiliki
hubungan sosial dengan alam (homo ekonomicus) dan orang lain
(homo humanicus). Mereka terhubung satu sama lain dan alam.
Ciri-ciri ini membedakannya dari penduduk Papua di lima wilayah
lainnya. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang
masyarakat adat budaya Doberai dan Bomberai Papua, kita harus
memperhatikan sistem tertua yang mengatur kehidupan mereka
sebagai homo kulturalis. Lembaga-lembaga ini terdiri dari sistem

Analisis Implementasi Kebijakan | 3




kekerabatan, kekerabatan bahasa, cerita rakyat (folklore), pola per-
kawinan, dan norma atau hukum adat lainnya, termasuk politik
tradisional. Selain itu, mereka memiliki sistem yang mengontrol
mereka di atas tanah.
3. Penggunaan Bahasa di Papua Barat

Secara genealogis, wilayah Papua Barat menggabungkan
banyak jenis bahasa yang ada di Papua. Karena bahasanya tersebar
di seluruh wilayah Papua Barat yang terdiri dari Adat Budaya
Doberai dan Bomberai. Bahasa Papuan dan Austronesian tersebar
luas hampir di semua pusat peradaban. Ini sangat berbeda dari
wilayah Papua (New Guinea) lainnya. Bahasa Austronesia hampir
di seluruh Pulau New Guinea, seperti di Provinsi Papua dan Papua
New Guinea, tetapi di Papua Barat mereka hampir di mana-mana.

Kelompok bahasa Austronesia menguasai wilayah mulai dari
leher burung hingga Barat Daya dan Utara. Di Manokwari, Sorong,
dan Raja Ampat, hampir sebagian besar wilayah pantai berbicara
bahasa Austronesian. Sebaliknya, orang yang berbicara bahasa
Austronesia tinggal di Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Kaimana,
dan Fakfak. Kelompok bahasa Papuan biasanya tinggal di dekat
kepala burung di lembah dan gunung. Pegunungan Indon (Arfak),
lhandin (lha), Ndokdar (Tambrauw), Maybrat, dan Moi adalah
contohnya. Kelompok penutur ini telah lama berinteraksi dan
berkomunikasi dengan intens karena distribusi bahasa kedua
mereka, yang menghasilkan percampuran budaya yang signifikan
dalam kehidupan sosial dan budaya suku-suku di Papua Barat.
4. Sistem Kepemimpinan di Papua Barat

Secara umum, sistem pemerintahan yang ada di Papua Barat
dapat dibagi menjadi dua kategori: sistem kerajaan dan sistem
campuran. Salah satu ciri sistem kerajaan adalah bahwa posisi
pemimpin menurut tradisi diwariskan kepada anak lelaki sulung
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dari pemimpin yang berkuasa. Jika ayah tidak memiliki anak laki-
laki atau dianggap tidak memenuhi syarat karena cacat fisik atau
mental, adik atau saudara laki-laki ayah dapat mengambil alih posisi
tersebut.

Kekuasaan raja juga dapat mencakup banyak wilayah, baik
secara bahasa maupun etnik. Kebudayaan ini adalah hasil dari
akulturasi antara kebudayaan Papua dan Maluku. Sistem dengan
kepemimpinan campuran adalah jenis sistem kepemimpinan kedua.
Dalam sistem kepemimpinan ini, pemimpin tidak selalu berasal dari
garis keturunan. Mereka kadang-kadang dapat diambil alih oleh
orang lain yang memiliki kemampuan untuk menangani masalah
dalam situasi tertentu. Prinsip mendapatkan kedudukan adalah dasar
dari perbedaan dalam kepemimpinan. Dalam kasus ini, prinsip pe-
warisan memungkinkan seseorang untuk memegang posisi kepe-
mimpinan, dan otoritas mereka diakui melalui mitologi (religi) dan
keturunan. Prinsip pewarisan dianut oleh kelompok etnik seperti
Kawe, Maya, Matbat, Moi, dan Beser di Raja Ampat. Dalam
wilayah Kaimana dan Bintuni, seperti Kowiai, Irarutu, Mairasi,
Buruai, Kamberau, dan Kamoro, dan di semenanjung Onin (Fakfak)
seperti lha, Onin, dan Mbaham.

Selain itu, sistem pencapaian kedudukan membantu beberapa
orang menjadi pemimpin. Orang Maybrat termasuk dalam kategori
ini. Kekayaan adalah faktor utama yang mempengaruhi pencapaian
posisi ini. Selain kedua jenis ini, ada jenis lain yang muncul sebagai
akibat dari asimilasi kebudayaan karena berinteraksi dengan banyak
sistem campuran di Teluk Cenderawasih.

5. Sistem Penguasaan Tanah di Papua Barat

Ketika orang Papua berbicara tentang hak ulayat tanah,
filosofi utama yang harus kita pahami adalah bahwa itu berbicara
tentang hubungan antara masyarakat, atau penduduk, dengan tanah
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mereka. Akibatnya, hal ini terkait erat dengan hubungan keke-
rabatan, kekuasaan, kepemimpinan, sumber nafkah, ritus, dan alam
roh. Ini adalah apa yang disebut sebagai “Hubungan hak ulayat”
dengan “religio magis”. Akibat hubungan ini, tanah adalah bagian
penting dari kepribadian orang. Oleh karena itu, manusia memiliki
hubungan batin yang kuat dengan tanah, ini tidak berarti bahwa
tanah itu suci, tetapi bahwa manusia memiliki hubungan batin
dengan tanah. Mereka yang memiliki atau mewarisi tanah disebut
sebagai sistem penguasaan tanah.

Baik komunal maupun individu memiliki tanah di wilayah
lingkaran hukum adat Papua. Jenis kepemilikan komunal ini dapat
dibagi lagi menjadi dua kategori: kepemilikan berbasis marga besar,
yang mencakup suku atau marga tertentu, dan kepemilikan berbasis
marga kecil, yang mencakup clan atau marga tertentu. Namun, ke-
pemilikan individu bersifat keturunan daripada individu. Keluarga,
atau marga, diatur secara internal oleh aturan tentang pembagian
hak untuk menguasai dan mengelola tanah. Bagian dari setiap
anggota dihitung berdasarkan marga mereka. Namun, mereka yang
berasal dari garis keturunan tertua memiliki otoritas sosial dan
religius. Oleh karena itu, ada dua jenis hak penguasaan: hak per-
sekutuan dan hak perseorangan. Hak negara adalah hak pertama,
sedangkan hak individu adalah hak kedua.

Orang Papua melihat hubungan atas tanah (adat atau ulayat)
sebagai bukan hanya hubungan ekonomi yang menghasilkan uang,
tetapi juga sebagai wilayah dalam arti ulayat di mana peristiwa
berlangsung menurut cerita rakyat. Dengan kata lain, orang tidak
hanya dianggap homo ekonomicus tetapi juga homo humanicus dan
homo culturalis, yang berarti bahwa tanah itu memiliki ikatan batin
dengan manusia.
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6. Proses Perubahan Budaya di Papua Barat
Penerapan kebiasaan atau tradisi baru yang berbeda dengan
kebiasaan sebelumnya dikenal sebagai transformasi perubahan ke-
budayaan. Papua Barat, tempat tinggal budaya Doberay dan
Bomberai, telah mengalami perubahan. Transformasi kebudayaan
ini terjadi secara bertahap sejak kedatangan Belanda pada tahun
1828, dan Indonesia memulainya dengan Penentuan Pendapat
Rakyat (Pepera) pada tahun 1969 hingga penerapan UU Otsus
Papua pada tahun 2001. Transformasi ini terjadi di Papua dan Papua
Barat. Beberapa studi kasus menunjukkan bahwa pengaruh ke-
kuasaan asing merusak nilai-nilai asli budaya orang Papua, dan
masyarakat tempatan tidak dapat mengendalikan intervensi tersebut.
Dalam hal bahasa masyarakat asli Papua di wilayah Papua
Barat, dapat dikatakan bahwa telah terjadi pergeseran kode bahasa
dari bahasa ibu atau bahasa pertama, yang sebagian besar merupa-
kan bahasa suku di wilayah adat budaya Doberay dan Bomberay, ke
bahasa Melayu dan bahasa Nasional, yaitu bahasa Indonesia,
sebagai bahasa kedua. Ketika bahasa digunakan sebagai alat untuk
menentukan asal usul seseorang, identitas kesukuan semakin pudar.
Bahasa adalah identitas seseorang, dan tidak ada cara yang
sah untuk menentukan siapa yang benar-benar berasal dari suku
bangsa Papua, karena banyak dari generasi muda Papua saat ini
tidak lagi menggunakan bahasa sukunya. Sistem kepemimpinan
awal Papua Barat menganut dua pola kepemimpinan tradisional
umum: sistem kerajaan dan sistem campuran. Sistem kepemimpinan
juga mengalami transformasi kebudayaan bersama dengan peralihan
bahasa ibu. Sebelumnya, sistem kepemimpinan adat telah beralih ke
sistem representasi tradisional yang lebih mirip dengan sistem
Kepala Suku di Papua Barat. Kepemimpinan asli di Papua Barat
mulai didominasi oleh sistem kepala suku yang mewakili kelompok
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suku tertentu. Kepala suku dianggap sebagai orang yang dapat
membawa perwakilan suku-suku tradisional di Papua Barat untuk
berbicara dengan orang lain, termasuk pemerintah modern dan
organisasi non-pemerintahan. Sejak kedatangan Belanda, sistem
kepala suku dianggap sebagai budaya intruduktif. Hal ini disebab-
kan oleh fakta bahwa selama masa kekuasaan Belanda, orang Papua
dibutuhkan untuk dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan
amtenar-amtenar mereka dalam bahasa melayu. Oleh karena itu,
orang-orang tertentu dari suku asli yang dapat berbicara bahasa
Melayu sebagai kepala suku diangkat untuk membahas hak ulayat
suku tertentu.

Kepemilikan komunal dan kepemilikan individu adalah dua
jenis sistem kepemilikan tanah ulayat. Semua suku biasanya me-
miliki aturan keluarga (marga) yang mengatur bagaimana anak ter-
tua dari garis keturunan tertua memiliki kekuasaan dan tanah.
Dengan masuknya kapitalisme, terjadi perubahan dalam hal
pentingnya tanah untuk pembangunan, dan masyarakat Papua saat
ini tidak menghormati hak ulayat tanah anak tertua. Setiap anak
dalam marga berfungsi sebagai pemimpin dan penentu dalam pem-
bagian ulayat, yang menghilangkan eksistensi kelembagaan adat
teristimewa hubungan antara manusia dan tanah. Pada awalnya,
orang Papua menganggap tanah mereka sebagai sesuatu yang suci
karena tanah itu memiliki sejarah dan kekayaan ekonomi. Saat ini,
hubungan antara pemilik dan tanahnya tidak lagi suci; tanah dapat
diperjualbelikan, bahkan dijual berulang kali.

B. Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat

Provinsi Papua Barat berdasarkan kondisi sosial budayanya
sebenarnya memiliki satu kesatuan kebangsaan dengan provinsi
Papua. Wilayah Papua Indonesia tidak sama dengan Papua New

3 | Konteks Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat di Papua Barat




Guinea (PNG). Terlepas dari filosofisnya dalam pengakuan masya-
rakat, kedua provinsi ini sering disebut secara bersamaan sebagai
Tanah Papua, seperti yang disebutkan dalam perjanjian “dua untuk
satu dan satu untuk dua” Kalimat tersebut menunjukkan bahwa
Undang-Undang Otonomi Khusus berlaku untuk Provinsi Papua
dan Provinsi Papua Barat. Menurut kalimat tersebut, satu provinsi
dengan budaya dan latar belakang yang sama sebenarnya memiliki
satu tujuan pembangunan.

Secara histori, budaya, dan peradaban yang dimiliki oleh
masyarakat lokal Papua yang berkedudukan di Provinsi Papua dan
Provinsi Papua Barat terdapat kesamaan perjalanan dalam bingkai
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar kesamaan tersebut
maka diberlakukan Otonomi Khusus oleh Pemerintah Republik
Indonesia kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Ketika mengamati proses pembangunan yang saat ini terjadi
di Provinsi Papua Barat, masih terdapatnya beberapa catatan-catatan
penting mengenai masalah yang perlu diselesaikan. Hal tersebut
nampak dari keikutsertaan dan keterlibatan dari Masyarakat Adat
dalam rangka mendukung proses pembangunan yang berkelanjutan
di Papua Barat. Terdapat gangguan kelancaran pembangunan yang
salah satu penyebabnya mengenai hak ulayat. Hak Ulayat merupa-
kan kewenangan secara adat yang ada pada sistem Masyarakat Adat
atas dasar wilayah tertentu sebagai bagian dari lingkungan pen-
duduk lokal.

Sumber daya dan masyarakat dianggap memiliki hubungan
secara lahir batin turun temurun dan tidak dapat diputus antara
Masyarakat Adat dengan wilayah terkait. Kondisi Papua Barat
masih identik dengan kebiasaan yang masih sering digunakan pada
kehidupan sehari-hari masyarakat lokal hingga saat ini. Walaupun
demikian, masyarakat yang tinggal di kota besar seperti Sorong
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serta Jayapura, perlahan mulai menerapkan kehidupan modern dan
meninggalkan adat yang menjadi ciri khas Papua Barat. Masyarakat
yang saat ini tinggal di pedalaman hutan Papua Barat atau Suku
Native Papua, serta masyarakat tradisional yang tinggal di pe-
dalaman desa atau perkampungan lokal masih tetap menjunjung
tinggi adat tersebut.

Berdasarkan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat,
masyarakat adat di Papua terbagi menjadi tujuh wilayah budaya.
Area |, yang terletak di dataran sungai Mamberamo dan sungai
Tami, dikenal sebagai wilayah adat budaya Tabi atau Mamta. Area
kedua disebut wilayah adat budaya Saireri, yang merupakan nama
suku yang tinggal di Teluk Saireri. Area Il terdiri dari wilayah adat
Doberay, suku yang tinggal di Kepala Burung. Area IV disebut
sebagai wilayah adat budaya Bomberai, dan mencakup penduduk
dari Teluk Bintuni hingga Mimika. Wilayah V adalah wilayah adat
budaya HA-Anim, di mana suku-suku dari Asmat hingga Kondo
(Merauke) tinggal. Wilayah VI adalah wilayah adat budaya La
Pago, di mana suku-suku tinggal di bagian timur pegunungan
Tengah. Terakhir, wilayah VI memiliki adat budaya Me Pago,
yang merupakan kelompok orang yang tinggal di bagian barat
pegunungan tengah.

Berdasarkan batas wilayah adat budaya Papua, Provinsi
Papua Barat adalah wilayah adat budaya Doberay dan Bomberai.
Dalam adat budaya Doberai dan Bomnberai Papua Barat, orang
Papua memiliki hubungan sosial dengan Homo Humanicus (sesama
manusia) dan dengan alam di mana mereka hidup. Aspek yang
berjalan baik terhadap sesama orang dan alam sekitarnya me-
nunjukkan keterikatan ini.

Masyarakat Adat adalah warga Papua asli yang lahir dan
hidup dalam wilayah tertentu serta terikat serta tunduk pada keten-
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tuan adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi, menurut ayat
2 Pasal 1. Salah satu langkah strategis untuk melindungi masyarakat
adat Papua adalah membentuk Majelis Rakyat Papua (MRP). MRP
beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil
adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan yang jumlah-
nya masing-masing sepertiga dari total anggota MRP, kata ayat
pertama pasal 19. Dalam Ayat (2), dijelaskan lebih lanjut bahwa
durasi keanggotaan MRP adalah 5 (lima) tahun. Ayat (3) kemudian
membahas jumlah anggota MRP sebagaimana disebutkan pada ayat
(1), yang ditetapkan dengan Perdasus. Ayat (4) menunjukkan bahwa
Peraturan Pemerintah menetapkan posisi keuangan MRP. MRP me-
miliki wewenang dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam Pasal
20, Ayat Pertama. mengembangkan, mempertimbangkan, dan me-
nyetujui rencana perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang sah
di Provinsi Papua Barat untuk melindungi hak-hak orang asli Papua.
mempertimbangkan and menyampaikan aspirasi dan pengaduan
orang asli Papua, perempuan, umat beragama, dan masyarakat
umum terkait hak-hak tersebut, dan membantu proses penyelesaian-
nya.

Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Papua, Perdasus Provinsi Papua Nomor 20
Tahun 2008 tentang Peradilan Adat, Perdasus Provinsi Papua
Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Sumber Daya Alam Masyarakat Adat, dan Perdasus Provinsi Papua
Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat.

Namun demikian, masih ada kendala yang menghalangi
pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut. Ini karena
masyarakat adat Papua Barat menghadapi masalah umum yang
masih sulit ditangani, seperti sumber daya manusia yang kurang
mumpuni dan sarana prasarana yang belum memadai. Selain itu,
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peraturan perundang-undangan tersebut menjadi lebih sulit untuk
diterapkan karena pemerintah daerah, Majelis Rakyat Papua (MRP),
dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) kurang memper-
hatikan pelaksanaannya. Selain itu, karena pemanfaatan pertanahan
adat dan perbedaan persepsi antara pihak terkait, tantangan ini
masih ada.

Kebudayaan dan adat resah Papua Barat memiliki otonomi
khusus, setidaknya hingga 2012. (1) tidak mengakui, menghormati,
melindungi, mendorong, dan mengembangkan hak-hak masyarakat
adat sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh Pemerintah Provinsi
Papua dan Pemerintah Pusat; (2) Hak-hak masyarakat adat tidak di-
akui, dihormati, dilindungi, diberdayakan, dan dikembangkan oleh
pemerintah provinsi saat ini; (3) Penguasa adat yang bersangkutan
tidak melaksanakan hak ulayat sesuai dengan peraturan adat yang
berlaku. Malahan pihak ketiga dapat menghilangkan atau meng-
ambil hak masyarakat adat. (4) Untuk mencapai kesepakatan me-
ngenai penyerahan tanah yang diperlukan dan imbalannya, per-
undingan dengan Masyarakat Adat dan warga yang bersangkutan
dilakukan. Perundingan ini menghasilkan pertimbangan lain yang
biasanya tidak dibahas dalam perundingan yang dimaksudkan. (5)
Pemerintah Provinsi belum melakukan mediasi aktif untuk menye-
lesaikan sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara
adil, yang menyebabkan sengketa tanah terus-menerus; (6) Peme-
rintah Provinsi belum memberikan perlindungan yang memadai ter-
hadap hak kekayaan intelektual Orang Asli Papua; (7) intervensi
secara sengaja terhadap lembaga adat asli Papua dengan mem-
bentuk lembaga adat yang dibuat oleh Pemerintah Pusat; (8)
tindakan provokatif dari pemerintah

Selain itu, fakta bahwa otonomi khusus Papua terpusat pada
tingkat provinsi daripada desentralisasi merupakan faktor lain yang
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menyebabkan keinginan, prinsip, dan upaya untuk melindungi per-
tanahan adat Papua tidak efektif. Ini menyebabkan konflik kepen-
tingan sering terjadi antara Pemerintah Provinsi dan Masyarakat
Adat Papua. Jadi, meskipun banyak peraturan perundang-undangan
telah dibuat, upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera
masih dilakukan di Papua.

Meskipun dengan berbagai kendala dalam pengelolaan per-
tanahan, masyarakat adat Papua terus berkembang. Banyak pakar
menyatakan bahwa wilayah perkotaan dan tanah yang dikuasai
negara (pemerintah) dan masyarakat adat. Pada saat yang sama,
negara mengeluarkan undang-undang tertentu, seperti Undang-
Undang Kehutanan, untuk memerlukan pengaturan administrasi
kontemporer, dengan membuat perlindungan pertanahan adat Papua
menjadi tidak kunjung jelas.

Sebagai kebijakan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI), otonomi khusus di Papua dimaksudkan untuk menegakkan
NKRI, yang berarti Papua Barat tidak akan meninggalkan NKRI.
Selain itu, terdapat berbagai kebijakan yang komprehensif, seperti
penyediaan dana yang sangat besar dibandingkan dengan dana
untuk provinsi yang lain. Namun, dalam kenyataannya, Papua
masih jauh dari provinsi lainnya. Dengan berbagai keterbatasannya,
masyarakat adat Papua masih mendominasi dan menjadi kendala.
Semua masalah tersebut harus diselesaikan oleh pemerintah, baik
pusat maupun daerah.

Negara yang berusaha menciptakan kesejahteraan umum baik
kesejahteraan individu maupun masyarakat, dinamakan “Negara
Kesejahteraan” (Welfare State). Tersedianya segala sarana dan
fasilitas yang diperlukan untuk memungkinkan setiap warga negara
mencukupi segenap kebutuhan pokok mereka baik fisik maupun
rohaniah disebut kesejahteraan umum. Pemeliharaan keamanan dan

Analisis Implementasi Kebijakan | 13




ketertiban bukanlah satu-satunya tujuan negara modern. Hal ter-
sebut dikarenakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban bukan
merupakan suatu alat penertiban semata-mata yang dikenal sebagai
“Negara Penjaga Malam” (machtwacherstaat), melainkan memiliki
tujuan lebih luas dan mulia, yaitu kesejahteraan bagi semua warga
masyarakat dapat tercapai dan mampu menjadi tingkat peradaban
yang lebih tinggi.

Negara dalam mencapai kesejahteraan Papua dengan mem-
pertimbangkan masyarakat adat telah diwujudkan melalui metode
dan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara negara telah
melakukan upaya ini dengan serius dan konsisten. Seperti yang
dijelaskan dalam Buku Il Bab Il Arah Pengembangan Wilayah
Papua RPJMN 2015-2019, pendekatan berbasis wilayah adat sudah
digunakan untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Papua dan
Papua Barat mulai tahun 2015. Untuk memudahkan intervensi pem-
bangunan, pendekatan pembangunan berbasis wilayah adat di-
gunakan. Metode ini membagi wilayah Papua menjadi kelompok
berdasarkan hubungannya dengan kondisi geografis, adat, dan
budaya. Di seluruh lima wilayah adat di salah satu kabupaten di
Provinsi Papua, yaitu Saireri (Biak), Mamta (Sarmi), Me Pego
(Mimika), La Pago (Wamena), dan Aniem-Ha (Merauke), acara
Temu Kawasan Adat diadakan dari 10 hingga 25 Maret 2015.

Sejak Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang
Otonomi Khusus di Papua, upaya untuk melindungi pertanahan adat
Papua sekaligus meningkatkan kesejahteraan negara telah ber-
langsung sejak lama. Banyak pembangunan infrastruktur dan ke-
majuan ekonomi telah dilakukan sejak saat itu. Misalnya, untuk
kemajuan ekonomi Timika, pengelolaan tambang emas dan tem-
baga telah berlangsung lebih dari 30 tahun. Selama bertahun-tahun,
masalahtanahadatPT Freeportterusmenjadiperhatianpolitik
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nasional, yang berpotensi mengurangi perlindungan tanah adat
Papua. Namun, perkembangan terbaru Pemda Provinsi Papua ber-
tanggungjawabataspemilikan10%saham PT Freeport.

Pembukaan hutan untuk perkebunan sawit yang memerlukan
ratusan ribu hektar untuk setiap perusahaan adalah bagian lain dari
masalah perlindungan tanah adat Papua. Ini belum termasuk pem-
bangunan infrastruktur seperti jalan yang sedang dibangun selama
pemerintahan Presiden Joko Widodo. Aspek-aspek antara keles-
tarian lingkungan dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat juga diwarnai oleh masalah serius seperti penebangan
hutan secara ilegal di Papua. Jadi, orang di luar Masyarakat Adat
Papua tidak boleh melanggar pola keseimbangan antara peman-
faatantataruanguntukkesejahteraannegara.

Kondisi ini dapat dianggap sebagai salah satu faktor yang
membedakan komunitas adat budaya Papua di lima wilayah lain-
nya. Untuk memahami kondisi kehidupan orang Papua (adat budaya
Doberai dan Bomberai Papua), akan lebih logis untuk melihat dari
sudut pandang lembaga tertua yang mengatur kehidupan masya-
rakat lokal. Sistem kekerabatan, kekerabatan bahasa, tipologi per-
kawinan, dan norma atau adat lainnya, seperti aspek politik
tradisional hingga penguasaanhakatastanahtermasuk didalamnya.

C. ParadigmaMasyarakatAdat

Adat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, didefinisikan
sebagai aturan yang sudah diikuti atau dilakukan sejak dahulu kala;
perilaku yang sudah menjadi kebiasaan; dibentuk dalam bentuk
aturan yang berhubungan satu sama lain dalam suatu sistem. Adat
adalah konsep kebudayaan yang mencakup nilai-nilai, norma,
aturan,danhukumyangterkaitsatusamalain dalamsistem budaya.
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Adat-istiadat adalah ide dan aturan yang rumit dan terintegrasi
dalam sistem budaya suatu kebudayaan yang mengatur bagaimana
orang berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan sosial kebu-
dayaan tersebut. Sistem yang mengatur kehidupan masyarakat ter-
diri dari hukum adat, undang-undang, peraturan, dan lain-lain, yang
dibuat, disahkan, dan diterapkan olehorang-orangyangberwenangdi
masyarakat. konservasi prinsip seni budaya dan prinsip tradi-
sional melalui pengembangan perwujudan yang fleksibel dan
selektif untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang
terus berubah Itu dianggap mempertahankan kebiasaan lama
bangsa. Adat selalu terkait dengan nilai, norma, dan struktur
modern dan tradisional, serta perlindungan sebagai bagian dari
sistempenataanumum.

Kongres Masyarakat Adat Nusantara | pada Maret 1999 me-
nyatakan bahwa masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang
berasal (secara turun temurun) di wilayah tertentu dan memiliki
sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah
mereka sendiri. Mereka yang ingin memahami masalah yang di-
hadapi oleh masyarakat adat Papua Barat tahu bahwa keragaman
adalah elemen penting. Struktur sosial masyarakat adat menunjuk-
kan hak dan kewajiban individu dalam sistem interaksi yang ter-
bentuk dari rangkaian hubungan sosial yang relatif stabil selama
periode waktu tertentu. Struktur sosial ini berlaku untuk setiap
pranata dansituasisosial yang memungkinkan interaksisosial ter- jadi,
dansesuaidenganklasifikasibudayayangberlaku.

Komponen masyarakat yang membentuk hukum dibahas
pertama kali ketika pembicaraan tentang gejala hukum dimulai.
Dalam hal politik, ekonomi, sosial, dan budaya, hukum adalah
gejala masyarakat yang dievaluasi dari perspektif tertentu. Ini agak
berbedadengankebiasaandilndonesia, yangmengikutikebiasaan
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Eropa Kontinental. Pendirian, yang merupakan gejala masyarakat,
adalah dasar dari tradisinya. Hukum tidak berarti secara eksplisit
terpisah dari masyarakat; sebaliknya, itu dianggap sebagai suatu
gejala yang telah “dibersihkan” from berbagai faktor (Soerjono,
Soekanto, 1983).

Hukum adat dapat dianggap sebagai suatu sistem setelah
dibersihkan from berbagai faktor. Karena hukum adat merupakan
bagian dari hukum secara keseluruhan, maka dapat dikatakan
bahwa hukum adat merupakan suatu sistem. Soepomo berpendapat
bahwa setiap hukum adalah sistem, dan peraturannya adalah ke-
bulatanyangdidasarkan padakesatuan pikiran. Selainitu, hukumadat
Menurut Soepomo (77), sistem hukum konvensional berasal dari
mentalitas orang Indonesia. Ini berbeda dengan mentalitas yang
menguasaisistemhukumBarat.

Dalam suatu masyarakat yang biasanya bermata pencaharian
pertanian di daerah pedesaan, hukum adat, atau hukum adat, adalah
bagian dari hukum. Keputusan pengadilan adalah sumber hukum
adat. A.W. Menurut Wijaya, dalam karyanya “Manusia, Nilai
Tradisional dan Lingkungan”, hukum adat adalah kekayaan yang
tidak ternilai yang masih ada di daerah dan di masyarakat. Setiap
aturan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dapat diterima.
Sudah jelas bahwa pengelolaan lingkungan hidup bergantung pada
norma hukum adat yang berkembang di masyarakat berdasarkan
nilai-nilaitradisional.

Indonesia adalah negara yang sangat beragam dari segi ras,
suku, bahasa, dan agama. Karena keragaman ini, masyarakat me-
miliki sistem dan hukum adat yang berbeda. Hukum adat adalah
aturan yang dijaga dan dipatuhi oleh anggota komunitas. Semboyan
“Bhinneka Tunggal lka” diciptakan oleh para pendiri bangsa
Indonesiauntukmengakuikeragamanyangadadidalamnya.
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Semboyan tersebut mengandung arti mengakui perbedaan dan ke-
inginan untuk menjadi satu bangsa, Indonesia, tanpa menghilangkan
keragaman. Akibatnya, Pembukaan UU 1945 menetapkan perlin-
dungan seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesiasebagaitujuannasional.

Mengkaji hukum adat Indonesia termasuk hukum tanah,
bukan hal baru di Indonesia. Namun, mengkaji hukum adat dengan
cara tertentu dan melihatnya sebagai sistem dengan struktur tertentu
mungkin baru-baru ini, dan tidak banyak orang yang melakukannya.
Hasil penelitian terakhir tentang hukum adat kurang menggambar-
kan keadaan sebenarnya daripada hukum adat. Hukum tentang
tanah tampaknya merupakan salah satu bidang hukum adat yang
paling menonjol dibandingkan dengan bidang hukum adat lainnya. Ini
karena setelah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menjadi dasar hukum agraria
nasional, dan sejak saat itu telah mengalami perkembangan yang
berbeda dari semua bidang hukum adat lainnya (Abdurrahman,
1994). Berlakunya hukum adat adalah bukti dari keinginan yang
berkembang dalam masyarakat. Menurut Abdurrahman (1994),
hukum adat berlaku dalam masyarakat dan bergantung pada basis
sosialnya.

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang berlaku
pada suatu masyarakat yang didasarkan pada hubungan keturunan
darah (geneologis) dan kesamaan asal usul tempat (geologis). Untuk
menjaga keharmonisan dari generasi ke generasi, masyarakat ber-
usaha memelihara tradisi yang sudah berlaku dan dijadikan pe-
doman oleh pranata adat, ata Menurut Jawahir Thontowi (2007),
perbedaan antara hukum publik dan hukum privat tampaknya tidak
jelasdalamsistemhukumkonvensional.
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Orang-orang dalam masyarakat adat tinggal bersama untuk
waktu yang lama, yang menghasilkan kebudayaan. Struktur yang
telah lama digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat ter-
nyata ada dan dapat dilihat. Masyarakat adat, seperti desa di Jawa,
marga di Sumatera, manua di Sulawesi Selatan, Nagari di
Minangkabau, dan Kuria di Tapanuli, memiliki kelengkapan untuk
berdiri sendiri, yaitu memiliki kesatuan hukum, penguasa, dan
lingkungan hidup yang berdasarkan hak bersama atas tanah dan air.
Hazairin menyatakan bahwa masyarakat adat ini memiliki keleng-
kapanuntukberdirisendiri.

Sistem pemerintahan yang dibentuk oleh bentuk keke-
luargaan (patrilineal, matrilineal, atau bilateral) terutama berkonsen- trasi
pada pertanian, peternakan, perikanan, dan pemungutan hasil hutan
dan air, ditambah sedikit dengan pertambangan, kerajinan tangan,
dan perburuan binatang liar. Keluarga setiap orang memiliki hak dan
kewajiban yang sama. Rasa tolong-menolong dan gotong- royong
sangat terasa di kehidupan mereka dan semakin penting setiap
hari.Adasejumlahsinyalyangdapat digunakanuntukme-nentukan
apakah masyarakat terus menerapkan hukum konven- sional
(Soerjono, Soekanto, 1983).

1. Ada prinsip-prinsip hukum yang tidak tertulis, peribahasa, dan
aturannormatif dimasyarakat.

2. Keputusan kepala adat, atau musyawarah adat masyarakat adat
setempat, mengatur bagaimana rumusan dalam bentuk peri-
bahasaatauasashukumyangtidaktertulisditerapkan.

3. Untuk menyelesaikan suatu masalah, terutama sengketa, ada
proseduratauprotokolyangdiakuiolehmasyarakat.

4. Menurut butir 1 di atas, pelanggaran aturan-aturan tersebut me-
libatkansanksiatau paksaan.

5. Adalembagakhususdibidangsosial,ekonomi,dan politik.
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“Masyarakat adat” menurut Kongres Masyarakat Adat
Nusantara | pada Maret 1999, adalah kelompok masyarakat yang
memiliki asal usul (secara turun temurun) di wilayah geografis ter-
tentu dan memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, sosial, ekonomi,
budaya, politik, dan wilayah mereka sendiri. Mereka yang ingin me-
mahami masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat Papua Barat
harus mengerti bahwa keragaman adalah elemen penting. Sebenar-
nya, pemerintah Papua Barat bukan hanya meminta persetujuan
atau kesepakatan, tetapi juga memberikan masyarakat adat kesem-
patan yang luas untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan agar
mereka tidak termarjinalisasi. Pada umumnya, masyarakat adat harus
dimasukkan ke dalam proses pembangunan sebagai bagian dari
pemerintahan negara. Pemerintah, sebagai pengambil kebijakan dan
pengambil keputusan hukum dan politik, melihat partisipasi aktif
masyarakat PapuaBaratdengan positif.

Masyarakat Adat Papua Barat tidak dibangun hanya karena
keinginan pemerintah; sebaliknya, mereka diberi kebebasan untuk
berkreasi sesuai dengan potensi mereka, yang menghasilkan kese-
imbangan. Kebijakan pembangunan Papua Barat terintegrasi
dengan mempertahankan hukum adat masyarakat, yang merupakan
bagian dari sistem hukum nasional yang sah (Soerjono, Soekanto,
1983).

Secara praktis, masyarakat adat dapat ditemukan di hampir
setiap wilayah Indonesia. Mereka adalah kelompok orang yang,
karena kesamaan garis keturunan dan tempat tinggal, dianggap
sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum. Secara empiris,
mereka tinggal di wilayah yang terpencil dan sulit dijangkau, jauh
dari layanan sosial dasar, dan sangat bergantung pada alam untuk
sumber kehidupan. Bagi masyarakat adat, memenuhi kebutuhan
sosialdasarsepertitempattinggal, pangan, kesehatan, danpendidi-
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kan adalah sebuah tantangan. Mereka menderita kesehatan yang
buruk, tinggal di rumah yang tidak layak huni, memakai pakaian
yang tidak pantas, dan tidak dapat berpartisipasi dalam pendidikan.
Mereka juga mengonsumsi makanan yang tidak memenuhi standar
nutrisi. Keterbatasan masyarakat adat untuk memenuhi kebutuhan
sosial dasar ini menghalangi mereka untuk menjaga kelangsungan
hidup atau meningkatkan angka kematian. Masyarakat Adat meng-
hadapi banyak masalah dalam kondisi yang selalu diliputi keter-
batasan tersebut. Salah satunya adalah ruang gerak mereka untuk
semakin terbatas karena tanah ulayat telah berpindah ke tangan
inverstor. Untuk kepentingan pengusaha hutan, masyarakat adat
rentanmenjadikorban perdaganganmanusia.

Faktor keturunan (genealogi) dan geografis wilayah dapat
membentuk masyarakat adat (Ida, Nurlinda, 2009). Masyarakat
Adat yang memiliki struktur genealogis memiliki anggota yang
merasaterikatdalamsuatuikatan dan percaya bahwamereka ber-asal
dariketurunanyangsama. Masyarakat Adatyangberstrukturteritorial
adalah Masyarakat Adat yang anggotanya merasa bersatu dan ikatan
dengan tanah tempat tinggalnya. lkatan turun temurun antara
anggotamasyarakatadatmempersatukan mereka. Basis territorial
berasal dariikatan dengan tanah ini (Bushar, Muhammad, 2003). Tidak
mungkin seseorang menjadi anggota suatu Masyarakat Adat hanya
karena mereka berasal dari luar (Ida, Nurlinda, 2009). Mereka Papua
Barat memenuhi rokognisi dan distribusi (Ter, Haar, 2001). Ini
berkaitan dengan hak atas hasil tanah. Meskipun orang- orang yang
berasal dari luar wilayah tersebut telah membayar uang pengakuan
dan penggantian secara tunai, ada beberapa syarat yang tidak boleh
dilanggar, seperti tidak boleh mewarisi, membeli, atau gadai tanah
pertanian(lda, Nurlinda, 2009).
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Mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masya-
rakat Adat telah menjadi norma. Pengakuan dan penghormatan
telah diberikan dalam skala global, seperti yang ditunjukkan oleh
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945. Universal Declaration of
Human Rights, tahun 1948 United Nations Convention on the
Prevention and Punishment of the Crimes of Genocide, 1952
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination, 1965. Meskipun ada perbedaan mendasar dalam hal
keberadaan Masyarakat Adat, beberapa kebiasaan di berbagai
tempat menunjukkan adanya kesamaan. Misalnya, Rikardo
Simarmata menyatakan bahwa seluruh peraturan perundang-
undangan yang mengatur masyarakat adat menyerahkan pemerintah
daerah untuk mengatur lebih lanjut. Pemerintah Provinsi, Kabu-
paten, atau Kota bertanggung jawab untuk menetapkan pengukuhan hak
ulayat. Pemerintah provinsi bertanggung jawab untuk mengakui dan
menghapus masyarakat adat dalam konteks hutan adat
(Ricardo, Simarmata, 2006).

D. KonflikSosialdalamMasyarakatAdat

Tidak adanya perlindungan dan pengakuan hak-hak tradi-
sional masyarakat adat oleh pemerintah dan investor adalah sumber
konflik di seluruh Indonesia. Masalah sosial seperti itu adalah
situasi yang tidak diharapkan yang selalu mendorong tindakan
untuk melakukan perubahan dan perbaikan (Soetomo, 2008).
Menurut teori ini, perubahan sosial terjadi karena konflik yang
menghasilkan kesepakatan yang berbeda dengan keadaan sebelum-
nya daripada melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa
perubahan (Soetomo, 2008). Teori struktural fungsional menekan-
kanketeraturanmasyarakat, sedangkanteorikonflikbertentangan
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dengannya. Menurut teori konflik, pertikaian dan konflik adalah
bagiandaristruktursosial.

Menurut teori konflik, keteraturan di masyarakat tidak selalu
ada. Semua masyarakat pasti telah mengalami konflik atau kete-
gangan. Selanjutnya, teori konflik melihat adanya koersi, kekuasa- an,
dan dominasi dalam masyarakat. Otoritas juga dibahas dalam teori
konflik. Subordinasi dan superordinasi muncul dari perbedaan
otoritas ini. Karena adanya perbedaan kepentingan, perbedaan
antara posisi superordinasi dan subordinasi dapat menyebabkan
konflik. Menurut teori konflik, konflik juga diperlukan untuk terjadi
perubahan sosial. Ketika struktural fungsional mengatakan bahwa
perubahan sosial selalu terjadi pada titik ekulibrium, teori konflik
berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi karena konflik kepen-
tingan. Namun, masyarakat dapat mencapai konsensus pada titik
tertentu.

Selama konflik, selalu ada upaya untuk mencapai konsensus.
Teori konflik berpendapat bahwa “paksaan” membentuk masya-
rakat. Maksudnya, koersi sebenarnya menghasilkan keteraturan di
masyarakat. Jadi, teori konflik terkait dengan dominasi, koersi, dan
kekuatan. Menurut Soetomo (2008), ada dua tokoh sosiologi
modern yang berorientasi dan membangun teori konflik. Untuk
menghindari konflik di masa depan, semua keinginan dan ke-
pentingan pihak-pihak yang bertikai harus didiskusikan dalam
sebuah forum yang representatif untuk mencapai keputusan yang
menguntungkansemua pihak.
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Bab?2
KerangkaAnalisisImplementasi
Kebijakan

A. TeorilmplementasiKebijakanPublik

Banyak variabel atau faktor yang berkorelasi satu sama lain,
untuk menentukan keberhasilan penerapan kebijakan (Nawawi,
2009). Berhasilnya penerapan kebijakan sangat dipengaruhi oleh
model implementasi, yang dapat memastikan bahwa masalah yang
akan diselesaikan oleh kebijakan tertentu tidak akan terlalu
kompleks. Sangat diharapkan bahwa model implementasi kebijakan
ini akan menjadi lebih praktis sehingga dapat menjelaskan hubu-
ngan kausalitas antara variabel yang terkait dengan kebijakan.
Penulis menggunakan dua teori sebagai alat analisis dalam
penelitianini:
1. TeorilmplementasiKebijakan Publik EdwardlIl

Menurut Kamus Webster, yang dikutip oleh Solichin Abdul
Wahab (2004), implementasi berarti “menyediakan sarana untuk
melaksanakan (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu);
dan memberikan efek praktis (untuk menimbulkan dampak/akibat
terhadap sesuatu)”. Namun, dalam Widodo (2007), Donald S. Van
Metter dan Carl E. VA menyatakan: Policy implementation
encompasesses those action by public and private individual (or
group) that are directed at the achievement of objectives set forth in
prior policy decision. This include both one time efforts to
transfrom decisions into operational terms, as well as continuing
efforts to achieve the large and small changes mandated by policyyy
decision.
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Dan Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2007)
menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan: To
understand what actually happens after a program is enacted or
formulated is the subject of policy implementation. Those event and
activities that occur after the isuing of outhoritative public policy
directives, wich included both the effort to administer and the
subtantives, whichimpactsonthe people andevent.

Sehingga Joko Widodo (2007) memberikan kesimpulan
pengertian bahwa implementasi merupakan suatu proses yang me-
libatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan ke-
mampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun
swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat
kebijakan. Perlu disadari bahwa pelaksanaan kebijakan tidak selalu
berjalan dengan lancar. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat
dipengaruhi oleh banyak variabel. Model implementasi kebijakan
akan digunakan untuk menjelaskan variabel atau komponen penting
yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik dan menyeder-
hanakanpemahaman.

George Edward Ill menyatakan dalam Widodo (2007) bahwa
ada empat komponen yang mempengaruhi keberhasilan atau ke-
gagalan implementasi kebijakan: komunikasi, sumber daya,
disposisi, danstrukturbirokrasi.

a. Komunikasi

Menurut Edward Ill dalam Widodo (2007), komunikasi di-
artikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada
komunikan”. Menurut Edward Il dalam Widodo (2007), para
pelaku kebijakan harus mendapatkan informasi tentang kebijakan
publik agar mereka tahu apa yang harus mereka lakukan untuk men-
jalankankebijakansehinggatujuandansasarannyasesuaidengan
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harapan. Dimensi transmisi adalah salah satu dari banyak dimensi
komunikasi kebijakan, menurut Edward Il dalam Widodo (2007).
Struktur, Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Implementasi
Gambar 2 menunjukkan faktor-faktor yang menentukan keber-
hasilan implementasi menurut Edward Ill 18: transmisi (transmisi),
kejelasan (kejelasan), dankonsistensi.

1)

b.

Dimensi transmisi berarti bahwa informasi tentang kebijakan
publik harus disampaikan bukan hanya kepada mereka yang
melaksanakan kebijakan (implementor), tetapi juga kepada
kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepen-
tingan, baiksecaralangsung maupuntidaklangsung.
Dimensi konsistensi (consistency) dibutuhkan untuk memasti-
kan bahwa kebijakan yang dibuat tidak membingungkan
pelaksana kebijakan, target grup, dan pihak-pihak yang ber-
kepentingan.
Sumberdaya

Sumber daya memainkan peran penting dalam pelaksanaan

kebijakan, menurut Edward Il dalam Widodo (2007). Sumber daya
manusia, anggaran, peralatan, dan kewenangan termasuk di sumber
dayatersebut, menurutEdwardllldalam Widodo(2007).

1)

SumberDayaOrang

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh sumber
daya manusia. “Probably the most essential resources in
implementing policy are staff,” kata Edward Ill dalam Widodo
(2007). Menurut Edward Il dalam Widodo (2007), tidak peduli
seberapa jelas dan konsisten arahan implementasi dan seberapa
tepat mereka dikirim, jika staf yang bertanggung jawab untuk
melaksanakan undang-undang kekurangan sumber daya untuk
melakukan pekerjaan yang efektif, implementasi akan tidak
efektif.
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2) SumberDayaFinansial
Dalam studinya yang ditulis oleh Edward Il dalam Widodo
(2007), dia menyatakan bahwa “budgetary limitations, and
citizen opposition hinder the acquisition of suitable facilities”
Ini membatasi kualitas layanan yang dapat diberikan
implementator kepada masyarakat. Kualitas pelayanan yang
seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas, menurut
Edward IIl. Menurut Edward Ill dalam Widodo (2007), “new
towns studies suggest that the limited supply of federal
incentives was a major contributor to the program failure.”
Menurut Edward Ill, faktor utama yang menyebabkan program
tidak berhasil dilaksanakan adalah kurangnya insentif yang di-
berikan kepada implementor. Menurut Edward Il dalam
Widodo (2007), ketersediaan sumber daya anggaran yang ter-
batas akan berdampak pada keberhasilan pelaksanaan kebija-
kan. Keterbatasan anggaran menyebabkan pelaku kebijakan
rendah terlibat, selain program tidak dapat dijalankan secara
optimum.

3) Sumberdaya Peralatan: Menurut Edward Il dalam Widodo
(2007), sumber daya peralatan adalah sarana yang digunakan
untuk menjalankan implementasi suatu kebijakan. Sumber daya
ini mencakup gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan
memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implemen-
tasi kebijakan. Menurut Edward Il dalam Widodo (2007),
fasilitas fisik juga dapat menjadi sumber daya penting dalam
pelaksanaan. Jika implementor memiliki cukup tenaga kerja,
memahami tugas yang harus dilakukan, dan memiliki otoritas
untuk menyelesaikan tugas, implementasi tidak akan berhasil jika
tidak memiliki bangunan, peralatan, bahan, dan bahkan ruang
hijauyangdiperlukan.
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4) Sumberdaya Kewenangan Sumberdaya lain yang cukup penting
dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan
adalah kewenangan. Menurut Edward Il dalam Widodo (2007)
menyatakan bahwa: Kewenangan (authority) yang cukup untuk
membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga
akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu
kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka di-
hadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera di-
selesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu, Edward Il
dalam Widodo (2007), menyatakan bahwa pelaku utama ke-
bijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat
keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi
kewenangannya.

¢. Disposisi

Menurut Edward lll dalam Widodo (2007), disposisi adalah

“kemauan, keinginan, dan kecenderungan para perlaku kebijakan

untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh

sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”.

Menurut Edward Ill dalam Widodo (2007), para pelaksana

kebijakan harustidak hanyamengetahuiapayang harus dilakukan dan

memiliki kemampuan untuk melakukannya jika implementasi
kebijakan ingin berhasil dan efisien. Mereka juga harus tahu
bagaimanamelaksanakankebijakantersebut.

d. Strukturbirokrasi

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2002) mengidentifikasi
enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap
birokrasidiAmerikaSerikat, yaitu:

1) Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani
keperluan-keperluan publik (publicaffair).
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2) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam imple-
mentasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang
berbeda-bedadalamsetiaphierarkinya.

3) Birokrasimempunyaisejumlahtujuanyangberbeda.

4) Fungsibirokrasiberadadalamlingkunganyangkompleksdan
luas.

5) Birokrasimempunyainaluribertahanhidupyangtinggidengan
begitu jarang ditemukan birokrasiyang mati.

6) Birokrasibukankekuatanyangnetraldantidakdalamkendali
penuhdaripihakluar.

Menurut Edward Ill dalam Widodo (2007), “implementasi
kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan
struktur birokrasi” meskipun ada sumber-sumber yang cukup untuk
menerapkan suatu kebijakan dan para pelaksana memiliki penge-
tahuan dan keinginan untuk melakukannya. Menurut Edward Il
dalam Widodo (2007), struktur birokrasi ini mencakup elemen
seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara
unitorganisasi,dansebagainya.

Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi
adalah dua ciri utama birokrasi, menurut Edwards Ill dalam
Winarno (2002). Standard operational procedure (SOP) merupakan
perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber
daya, dan kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang
kompleks dan luas. Namun, berdasakan hasil penelitian Edward Il
dalam Winarno (2002) menjelaskan bahwa SOP sangat mungkin
dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang
membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe tipe personil baru untuk
melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar
kebijakanmembutuhkan perubahandalamcara-carayanglazim
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dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP meng-
hambatimplementasi

Edward Ill dalam Winarno (2002) menjelaskan bahwa
fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan
kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan
koordinasi. Edward Ill dalam Widodo (2007), mengatakan bahwa
struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau ter-
sebar) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesem-
patan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin ter-
distorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan
koordinasiyangintensif”.
2. TeoriMerilleS.Grindle

Teori ini sangat terkait dengan topik penelitian terkait
implementasi kebijakan implementasi perlindungan serta peng-
akuan hak ulayat bagi masyarakat Papua Barat. Pada dasarnya,
implementasi kebijakan baru dapat dimulai setelah kebijakan telah
ditranformasikan. Kebijakan ini mencakup hal-hal berikut: (1)
kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan; (2) jenis keuntungan
yang akan diperoleh; (3) tingkat perubahan yang diinginkan; (4)
posisi pembuat kebijakan; (5) siapa yang melaksanakan program;
dan (6) sumber daya yang dialokasikan. Namun, konteks implemen-
tasinya terdiri dari: (1) kekuatan, tujuan, dan strategy aktor yang
terlibat; (2) ciri-ciri lembaga dan penguasa; dan (3) kepatuhan dan
responsif. Mengetahui konteks kebijakan secara menyeluruh, ter-
utama yang berkaitan dengan implementator, penerima implemen-
tasi, arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor
implementasi, serta kondisi sumber daya implementasi yang diper-
lukan, membuat model Grindleunik.

30 | KonteksPengakuan danPerlindungan Hak Ulayatdi Papua Barat




B. PelaksanaanKebijakanPublik
1. FormulasiKebijakanPublik

Implementasi adalah tindakan yang dilakukan untuk men-
capai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Dalam
upaya untuk mengubah keputusan menjadi pola operasional, tin-
dakan ini bertujuan untuk menghasilkan perubahan, baik besar mau-
pun kecil, sesuai dengan keputusan sebelumnya. Faktanya, imple-
mentasi juga berarti memahami apa yang seharusnya terjadi setelah
program selesai. Menurut Budi Winarno (2002), implementasi ke-
bijakan mencakup jaringan kekudimenatan ekonomi, sosial, dan
politik selain lembaga yang bertanggung jawab untuk menerapkan
kebijakantersebut.

Implementasi kebijakan bertujuan untuk meningkatkan
formulasi yang telah dibuat. Pada implementasi kebijakan, pola-
pola dicari dan dilakukan untuk mengubah keputusan, baik kecil
maupun besar. Konsep implementasi berasal dari kata menerapkan,
artinya adalah menyiapkan cara melaksanakan sesuatu dan me-
nimbulkan dampak/akibat bagi sesuatu. Oleh sebab itu, banyak
definisi implementasi kebijakan yang berbeda dan lebih berfokus
pada efek atau konsekuensi dari suatu kebijakan yang dilakukan
oleh individu, kelompok, atau aktor yang terlibat dengan organisasi
pelaksana(BudiWinarno,2002).

Tindakan yang dilakukan oleh kelompok pemerintah atau
swasta, individu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di-
kenal sebagai implementasi kebijakan. Hubungan antara kebijakan
dan pencapaian dibentuk oleh enam variabel dalam model proses
implementasi yang dikembangkan oleh Budi Winarno pada tahun
2002. Keenam variabel tersebut adalah: sumber daya, komunikasi
antaraorganisasidan kegiatan pelaksana, ukurandasardantujuan,

AnalisisImplementasiKebijakan | 31




karakteristik organisasi (ekonomi, sosial, dan politik), dan kecen-
derungan pelaksana-pelaksana.

Orang lain berpendapat bahwa penerapan kebijakan lebih
berfokus pada cara organisasi menerapkannya. Grindle menyatakan
bahwa konteks dan isi kebijakan menentukan implementasi ke-
bijakan. Posisi pembuat kebijakan, yang berdampak pada imple-
mentasi kebijakan, ditunjukkan dalam isi kebijakan. Contoh konteks
kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan
adalah kekuatan, kepentingan, dan strategi aktor-aktor yang terlibat.
Analisis evaluatif yang dikenal sebagai implementasi kebijakan
memiliki dua tujuan: 1) memberikan informasi kepada pembuat
kebijakan tentang cara program dilaksanakan; dan 2) menunjukkan
komponen yang dapat diubah untuk meningkatkan pencapaian hasil,
memberikan pilihan kebijakan baru. Program harus diimplementasi-
kan untuk beroperasi. Tiga (tiga) aktivitas fungsional ditekankan
dalam implementasi kebijakan: (1) organisasi, yang berkaitan
dengan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit, dan cara
menjalankan program; (2) interpretasi, yang berkaitan dengan
bagaimana menafsirkan suatu program agar sesuai dengan rencana
dan instruksi yang tepat sehingga dapat diterima dan dilaksanakan;
dan (3) penerapan, yang berkaitan dengan persyaratan rutin pe-
layanan.

Secaraumum, pelaksanaan kebijakan didefinisikan sebagaiapa
yang ditetapkan dengan jelas oleh pembuat kebijakan, yaitu
pemerintah, dan memiliki efek tertentu. Menurut Jann dan Wegrich
(2007), elemen penting berikut akan diperlukan untuk menerapkan
kebijakan:

a. Spesifikasi awal program, yang mencakup bagaimana dan di
manaorganisasiharusmenjalankan program, sertatafsirannya;
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b. Alokasi sumber daya, yang mencakup bagaimana anggaran di-
distribusikan, dan organisasi yang bertanggung jawab atas
pelaksanaannya;

¢. Keputusan—cara pengambilan keputusan. Proses perumusan
dan penetapan kebijakan dilanjutkan dengan kegiatan pelak-
sanaan kebijakan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan
dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh
individu dan kelompok pemerintah, baik individu maupun
kelompok pemerintah, dengan tujuan untuk mencapai tujuan
yang sudah ditetapkan dalam kebijakan. Konsekuensi yang
muncul sebagai hasil dari pelaksanaan kebijakan dikenal
sebagai implikasi pelaksanaan kebijakan. Hasil evaluasi pada
pelaksanaan kebijakan dapat memiliki dampak yang diharapkan
(planned)ataudampakyangtidakdiharapkan.

Dalam hal keberhasilan kebijakan publik, Islamy (2010)
menyatakan bahwa kebijakan negara hanya akan efektif jika
dilaksanakan dan berdampak positif pada masyarakat. Dengan kata
lain, kebijakan negara akan efektif hanya jika tindakan atau per-
buatan individu dalam masyarakat sesuai dengan tujuan pemerintah
atau negara. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat program
yang baik dan menyusun prosedur pelaksanaan untuk memastikan
pelaksanaankebijakanberjalandenganbaik(Pilzl; Treib,2007).

2. PerspektifKebijakan Publik

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana
program, aktivitas, keputusan, sikap, dan tindakan yang dilakukan
oleh pihak-pihak sebagai langkah-langkah untuk menyelesaikan
masalah. Menurut Iskandar (2012), penetapan kebijakan merupakan
komponen penting dalam mencapai tujuan organisasi. Selain itu,
kebijakan memiliki dua komponen (Thoha, 2012). Pertama, ke-
bijakanadalah praktiksosial; kedua, kebijakan bukanperistiwa
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tunggal atau terisolir. Oleh karena itu, kebijakan adalah sesuatu
yang dibuat oleh pemerintah dan didasarkan pada apa yang terjadi di
masyarakat. Mereka bukan peristiwa yang unik, terisolasi, atau asing
bagi masyarakat; sebaliknya, peristiwa ini tumbuh dalam praktik
kehidupan kemasyarakatan. Kebijakan adalah reaksi ter- hadap
peristiwa. Tujuannya adalah untuk membantu pihak-pihak yang
berkonflik bekerja sama dan mendorong mereka untuk ber- tindak
bersamajikamerekadiperlakukansecaratidakrasional.

Oleh sebab itu, kebijakan dapat didefinisikan sebagai upaya
untuk mencapai tujuan tertentu dan memecahkan masalah dengan
cara dan waktu tertentu. Kebijakan biasanya sangat mendasar
karena hanya memberi orang cara umum untuk mencapai tujuan.
Kebijakan dapat dibuat oleh seorang pelaku atau sekelompok
pelakudanmencakupkumpulanprogram, aktivitas, dantindakanyang
dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Para pelaku ber- usaha
memecahkan masalah dengan mengikuti dan menerapkan
kebijakanini(Haerul, Akib; Hamdan, 2016).

Suatu sistem terdiri dari input, proses, dan output, serta
merupakan proses yang diatur oleh kebijakan. Input kebijakan
adalah masalah agenda atau kebijakan pemerintah, sedangkan
proses kebijakan terdiri dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan.
Isu dan formulasi kebijakan adalah proses politik yang dilakukan
oleh kelompok penekan dan elit politik. Proses kebijakan adalah
hasilnya (Wahyudi, 2016). Oleh karena itu, kebijakan tidak berlaku
untuk waktu yang lama. Kebijakan dibuat sekali seumur hidup dan
bermanfaat untuk menyelesaikan masalah yang ada (Godin, Rein;
Moran,2006).

Kebijakan publik adalah bidang yang sangat komprehensif
(Freeman, 2006). Ada banyak definisi yang berbeda tentang kebija-
kan publik, yang dipengaruhiolehberbagai motivasidibaliknya.
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Thoha (2012) membahas penafisiran kebijakan publik sebagai hasil
dari pembuatan pemerintahan. Menurut perspektif ini, kebijakan
publik lebih dianggap sebagai tindakan pemerintah daripada proses
yang menghasilkanhasil.

Wahab (2010) menyatakan bahwa dua hal berbeda tentang
kebijakan publik: pertama, kebijakan publik lebih merupakan tinda-
kan sadar yang berfokus pada pencapaian tujuan daripada perilaku
atau tindakan yang dilakukan secara kebetulan dan acak; kedua,
kebijakan publik pada dasarnya terdiri dari tindakan-tindakan yang
saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada
pencapaian tujuan tertentu oleh pemerintah; dan ketiga, kebijakan
publikbukanlahkeputusanyangdibuatsecara

Menurut pendapat ini, kebijakan publik dapat didefinisikan
sebagai serangkaian tindakan pemerintah yang direncanakan, di-
awasi, dan diukur yang melibatkan para pihak yang berkepentingan
dalam bidang tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatan
sosialisasi, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan diperlukan agar
kebijakan publik berfungsi dengan baik. Perlu ditekankan bahwa
peraturan dalam perundangan yang memaksa harus memiliki
karakteristikkebijakanpublik.

Menurut perspektif ini, kebijakan yang dibuat oleh peme-
rintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di-
kenal sebagai kebijakan publik. Kebijakan ini dapat berupa per-
aturan, perundang-undangan, dan sebagainya. Kebijakan publik
adalah hukum yang harus diikuti oleh semua orang. Kebijakan
harus disahkan dan ditetapkan oleh badan atau lembaga yang ber-
wenang sebelum kebijakan publik diterbitkan dan dilaksanakan.
Peraturan perundang-undangan, yang berasal dari kebijakan publik,
adalah product politik yang berfokus pada kepentingan umum.
Namundemikian, kebijakanpublikjugadapat diperbaikikarena
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berbagai perubahan. Oleh karena itu, dari sudut pandang tertentu,
kebijakan publik harus fleksibel, dapat diperbaiki, dan dapat di-
sesuaikan dengan dinamika pertumbuhan. Penilaian masyarakat
sangat menentukan kesesuaian kebijakan publik. Sumber daya
(anggaran), sikap, dan struktur birokrasi adalah faktor pendukung
implementasi kebijakan, menurut penelitian Nurhayati, Hamka, dan
Juharni (2019). Sumber daya, atau fasilitas, adalah penghalang.
Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Syafri, Syamsul Bahri,
dan Ridwan (2018) menemukan bahwa kearifan lokal berdampak
positif dan signifikan terhadap perilaku masyarakat. Ini berarti
bahwa sikap masyarakat yang lebih baik sebanding dengan perilaku
masyarakatyang lebih berwawasan lingkungan, atausebaliknya.

3. KebijakanPerlindunganserta pengakuanHak Ulayat

Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh masyarakat adat
atas wilayah atau ruang yang dimiliki oleh mereka seperti ling-
kungan hidup mereka. Hak ini berasal dari hubungan lahir dan batin
dari nenek moyang generasi sekarang untuk diteruskan kepada
generasi mendatang. Pemerintah memiliki wewenang untuk mem-
buat undang-undang untuk melindungi dan mengakui kepentingan
rakyat. Ada perlindungan dan pengakuan Hak Ulayat di dalamnya.
Memberdayakan masyarakat adalah salah satu dari banyak ke-
bijakan pemerintah, salah satunya adalah agar aspirasi masyarakat
sesuai dengan persepsi mereka. Dengan demikian, kebijakan pem-
berdayaan masyarakatharusdibuatoleh pemerintah.

Ada beberapa alasan mengapa upaya untuk mencapai masya-
rakat diberdayakan menjadi sangat penting. Pertama, keadaan sup-
remasi hukum yang lemah di negara tersebut dapat memberikan
kesempatan untuk menilai substansi hukum masa lalu. Kedua,
masyarakat sipil atau masyarakat sipil yang membutuhkan sistem
politikdemokratismenjaditantanganbagiparaahliuntukmembuat
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perumusan undang-undang yang sesuai (Jawahir Thontowi, 2002).
Untuk mendorong pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan,
pemerintah harus mempertimbangkan lebih dari norma. Mereka
juga harus mempertimbangkan sistem sosial dan moral yang saling
berhubungan dan berpengaruh satu sama lain (Ida Nurlinda, 2009).
Hakikat hukum adalah moral, moral sebagai konsep nilai dalam me-
wujudkancita-citabangsa(GustavRadburch, 1960).

Namun, norma moral bergantung pada orang yang meng-
ambil keputusan, maka bersifat subjektif. Jika tidak ada norma yang
objektif untuk mengarahkan mereka agar tidak melakukan kebija- kan
sewenang-wenang akan menjadi berbahaya. Normal moral ber- laku
cukup kuat di Papua Barat. Secara ideal, sebagian besar orang dapat
menikmati substansi peraturan hukum Papua Barat. Hak-hak warga
negaradarikomunitasadat atauminoritastidak diperhatikan. Menurut
Jawahir Thontowi (2002), muatan hukum Papua Barat
mengandung asas yang cukup luas mengenai hak dan kewajiban
masyarakat adat selain nilai-nilai, moralitas, nilai-nilai, dan ajaran
normatifkeagamaan.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang berlaku di Indonesia
sejak tahun 1960, memberikan perlindungan dan pengakuan hak- hak
masyarakat adat yang disebutkan dalam Pasal 3, termasuk hak ulayat,
yang merupakan kumpulan wewenang dan tanggung jawab yang
dimiliki oleh masyarakat adat. Menurut Boedhi Harsono (1999),
hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam wilayah
Masyarakat Adat yang bersangkutan, baik yang telah dihaki oleh
seseorang maupunyangbelummemilikihaktersebut.

Istilah “hak ulayat” tidak digunakan di semua daerah
Indonesia. Banyak daerah memiliki name hak ulayat yang berbeda
untukwilayah Masyarakat Adatnya. Misalnya, partuanandi
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Ambon, penyampeto di Kalimantan, wilayah di Jawa, penduduk
lokal di Bali, totabuan di Bolaang Mangondouw, limpo di Sulawesi
Selatan, danpaerdiLombok.

Pasal 3 UUPA akan memiliki arti sebagai berikut jika di-
kaitkan dengan Pasal 58 UUPA, yakni mengakui bahwa hak adat
yang dimiliki oleh masyarakat adat dapat dipertahankan selama
tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan selama
undang-undangkhususdiatur:

a. Bahwa hak ulayat masih ada dan berfungsi dalam masyarakat,
atau masih ada dan dipatuhi oleh masyarakat sebagai lembaga
dalammasyarakat;

b. Papua Barat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan nasional.
Kondisi Papua Barat disesuaikan dengan kepentingan nasional.
PersatuanbangsadiPapuaBarat;

c. Bahwa hak ulayat kemudian tergantung pada UU dan peraturan
lainyangdibuatoleh pemerintah (AP Protection, 1998).

Hak ulayat adalah labensraum dari Masyarakat Adat; oleh
karenaitu, tidak ada hak ulayat apabila Masyarakat Adat tidak ada (AP
Protection, 1998). Pemerintah Republik Indonesia saat ini
menghadapi banyak masalah di Papua Barat, termasuk penurunan
kualitas tanah dan kelangkaan, alih fungsi tanah, peningkatan
jumlah penduduk, kerniskinan, dan akses yang sulit untuk memper-
oleh dan memanfaatkan tanah, serta semakin terdesak hak-hak
tradisional masyarakat adat atas tanah ulayatnya. Menurut Maria W.
Soemardjono (2002), kebutuhan untuk melakukan pembaharuan
paradigma telah meningkat seiring dengan meningkatnya kecen-
derungan global terhadap penguasaan dan penggunaan tanah. Hal ini
seiringdengan munculnyaberbagai kebijakan pertanahan.

Sekarang, mereka telah bersatu melalui Pasal 5 UUPA, yang
menarikdanperludiperhatikan. Ketikaistilah “hukumadat” di-
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masukkan ke dalam UUPA, ini menunjukkan bahwa hukum adat
sama dengan hukum asli, yang diartikan secara sederhana dan
tradisional. Dengan demikian, kedudukan dan peran hukum adat
kembalike masasebelumkemerdekaan(Abdurrahman, 1994).

Hukum adat mengenai tanah saat ini sebenarnya adalah hasil
dari perubahan yang dipengaruhi oleh politik kolonial Belanda.
Akibatnya, ada beberapa aspek adat yang secara rahasia meng-
untungkan golongan kecil tertentu dalam masyarakat adat, yang me-
nimbulkan konflik yang bertentangan dengan prinsip dan tujuan
bangsa Indonesia (AP Protection, 1998). Dalam hal pengadaan
tanah untuk tujuan pemerintah dan swasta di masa depan, pe-
mukiman kembali bersama dengan prasarana pendukungnya harus
dimasyarakatkan sebagai cara untuk mengganti kerugian. Tujuan
dari pemukiman kembali adalah untuk meningkatkan status bekas
pemeganghakatastanah (AP Protection, 1998).

Tiga tujuan utama kebijakan pertanahan pemerintah adalah
keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan
pola penggunaan tanah yang berkelanjutan. Pendekatan yang di-
dasarkan pada urgensi, konsistensi, dan risiko dapat digunakan
untukmeningkatkanefisiensi (AP Protection, 1998).

Sebagai undang-undang utama negara kita, Undang-Undang
Dasar 1945 mengakui kemajemukan budaya dan hak-hak masya-
rakat adat. Untuk mendukung masyarakat adat di wilayah tertentu,
kebijakan pemerintah daerah, seperti kebijakan pemerintah Provinsi
Papua Barat, didasarkan pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang
Dasar1945,BabVI.Hakulayat Masyarakat Adat suku PapuaBarat telah
digunakan untuk kepentingan nasional oleh pemerintah pusat
selama selarna 50 tahun UUPA yang berlaku di Indonesia.
Masyarakat Adat suku Papua Barat tidak pernah memper-
masalahkanhalini. Namun, tidak pernahadakebijakan daripeme-
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rintah pusat maupun daerah yang melarang mereka mendapatkan
pekerjaan yang layak, sesuai dengan hak konstitusional mereka
sepertiyangdiaturdalamPasal27Undang-UndangDasar 1945.

Hak ulayat inilah yang membedakan konsep hak penguasaan
negara dari konsep penguasaan feodal dan komunis. Sangat penting
bagi negara untuk menjaga kredibilitas dan kelangsungan ide ter-
sebut. Penyelenggara negara memiliki pemahaman yang berbeda
tentang konsep ideal hak untuk menguasai negara. menggunakan
nama negara untuk kepentingan individu dan masyarakat. Selain itu,
ada kecenderungan untuk mengartikulasikan negara sebagai peme-
rintah, presiden, atau menteri (Verijunaidi, 2008). Ini menunjukkan
bahwa ada hubungan superior-inferior antara pemerintah dan
rakyat.

C. DimensiPelaksanaanKebijakan Publik
Pelaksanaan kebijakan dapat dianggap sebagai bagian dari

proses kebijaksanaan, menurut Edwards . Tahapan ini berada di

antara tahapan pembuatan kebijaksanaan dan konsekuensi dari ke-

bijaksanaan tersebut (hasil, hasil). Selain itu, Edward Ill mencatat
komponen berikut: sumber daya, komunikasi, disposisi atau sikap

pelaksana, dan struktur birokrasi. Komponen-komponen ini di-

anggap berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan ke-

bijakan dipengaruhi oleh keempat komponen, baik secara langsung
maupun tidak langsung. Masing-masing komponen mempengaruhi
yanglain(Wahyudi,2016).

a. Legalitas sistem birokrasi adalah Kewenangan memungkinkan
pelaksana melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara
politik. Keunggulan ini terkait dengan struktur birokrasi yang
terkait dengan posisi atau stratum kelembagaan atau individu
yangbertanggungjawabuntuk melaksanakankebijakan.
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C.

Fragmentasi organisasi dan prosedur kerja standar, juga dikenal
sebagaiSOP, menunjukkan ciri-ciriutamabirokrasi.
Komunikasi adalah proses yang memungkinkan orang lain
menginterpretasikan suatu konsep atau ide, terutama yang di-
maksudkan oleh pembicara atau penulis melalui sistem yang
biasa (lazim), baik melalui perilaku maupun simbol-simbol
(Wardhani, Hasiolan; Minarsih, 2016). Komunikasi mem-
pengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, dan komunikasi yang
buruk dapat mengganggu pelaksanaannya. Transmisi, konsis-
tensi, dan kejelasan adalah beberapa aspek komunikasi yang
dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik (Winarno,
2012). Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
publik, pelaksana harus mengetahui dengan jelas apa yang
harus dilakukan. Ini dilakukan untuk mengurangi jarak antara
pelaksanaan dan rencana kebijakan. Kelompok sasaran dapat
menentang kebijakan jika informasi tentang tujuan dan sasaran-
nyatidak disampaikan (Afandi; Warjio, 2015). Untuk memasti- kan
bahwa pelaksana kegiatan dapat berunding satu sama lain dan
mencapai kesepakatan atau konsensus yang saling meng-
untungkan, kemampuan komunikasi mereka dilatih. Konsensus
yang terbagun dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan
menemukan solusi yang menguntungkan untuk setiap masalah
(Ramdhani; Suryadi, 2005).

Sumberdaya: Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh
sumber daya (manusia, materi, dan metode). Meskipun kebija-
kan publik harus dilaksanakan dengan cermat, jelas, dan kon-
sisten, pelaksanaannya akan kurang efektif jika para pelaksana
kekurangan sumber daya yang diperlukan. Jika tidak ada
sumber daya yang memadai, kebijakan hanya akan menjadi
kertasyangtidak berfungsiuntuk memecahkanmasalahatau
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membantu masyarakat. Oleh karena itu, sumber daya adalah
komponen penting dalam pelaksanaan kebijakan publik.
Sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan
publik termasuk staf yang memadai, informasi, pendanaan,
otoritas, dan fasilitas pendukung lainnya (Afandi; Warjio,
2015).

Disposisi adalah karakteristik pelaksana kebijakan seperti
demokratis, komitmen, disiplin, kejujuran, dan cerdas (Wahab,
2010). Pelaksana kebijakan diharapkan menjalankan kebijakan
denganbaikjikamerekabersemangat. Sebaliknya, jika pelak-sana
kebijakan tidak setuju dengan maksud dan tujuan kebi- jakan,
proses pelaksanaannya mungkin tidak efisien dan efektif. Karena
tidak sesuai dengan kompetensi dan sikap pelaksana, disposisi
atau sikap pelaksana akan mendukung atau meng- halangi
pelaksanaan kebijakan. Akibatnya, pemilihan dan pene- tapan
karyawan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan
kebijakan memerlukan orang-orang yang memiliki keahlian dan
komitmen yang tepat untuk kebijakan yang telah ditetapkan
(Afandi; Warjio, 2015).

1. DimensilmplementasiKebijakan Publik

Menurut pemahaman penulis, ada beberapa faktor yang dapat

digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi pelaksanaan kebija-
kan yang baik, yaitu konsistensi, transparansi, akuntabilitas, ke-
adilan, efektivitas, danefisiensi.

d.

Konsistensi: Pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik jika
dilakukan dengan konsisten menggunakan prosedur dan norma
yangberlaku(Mutiasari,Yamin,;Alam, 2016).

Transparansi didefinisikan sebagai kebebasan untuk mendapat-
kan akses ke informasi yang harus diketahui oleh masyarakat
umumdan/atau pihak-pihakyang berkepentingan (Coryanata,
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2012). Informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan
publik harus disediakan secara memadai, mudah diakses, dan
dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan (Rohman,
2016).

Akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan
mengenai pelaksanaan kebijakan publik harus dapat dipertang-
gungjawabkan secara administratif dan substantif sesuai ke-
tentuanyangditetapkan oleh undang-undang(Rohman, 2016).
Keadilan didefinisikan sebagai kebenaran atau kebajikan yang
mengikat antara anggota masyarakat untuk menciptakan kese-
rasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban
(Nasution, 2016). Aktivitas pelayanan yang tidak diskriminatif
menciptakan keadilan kebijakan publik. Implementasi kebija-
kan publik tidak membedakan kualitas pelayanan yang diberi- kan
kepada kelompoksasaran berdasarkanfaktor-faktor sepertisuku,
ras,agama, golongan, statussosial, danlainnya(Rohman, 2016).
Partisipatif didefinisikan sebagai pelaksanaan kebijakan yang
dapat meningkatkan peran dan peran masyarakat dengan mem-
pertimbangkan kebutuhan, aspirasi, harapan, dan kepentingan
masyarakat (Rohman, 2016).

Efektivitas adalah pencapaian hasil yang sudah ditetapkan atau
tujuan dari tindakan yang dilaksanakan. Ini berkaitan dengan
aspek rasionalitas teknis dan selalu diukur dari unit produk atau
layanan (Dunn, 2003).

Efisiensi mengacu pada jumlah sumber daya yang dibutuhkan
untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Menurut Dunn
(2003), efisiensi adalah hubungan antara penggunaan sumber
daya dan efektivitas. Dalam dimensi efisiensi, penggunaan
sumberdayayangdibutuhkanuntukmencapaitujuanyangdi-
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tetapkan adalah indikator yang dapat digunakan. Penggunaan
sumber daya dapat diukur dengan waktu, biaya, manusia, per-
alatan,dansumberdayalainnya.

2. Pertimbangan Pelaksanaan Kebijakan Publik

Untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan, pemangku kepen-

tingan harus terlibat secara demokratis dan partisipatif. Pembuat
kebijakan dan pihak berwenang harus terus berbicara untuk mem-
bahas konsekuensi dari penerapan kebijakan. Oleh karena itu,
evaluasi pelaksanaan kebijakan harus dilakukan untuk mengukur
akuntabilitas dan kinerja kebijakan publik yang lebih baik. Menurut
model Helmut Wollman, ada tiga jenis evaluasi pelaksanaan
kebijakan: evaluasi ex-ante, evaluasi on-going, dan evaluasi ex-post
(Lintjewas, Tulusan, Egetan, 2016).

d.

Padatahapperencanaan, evaluasikebijakanyangtelah dilaku-
kan sebelum kebijakan diimplementasikan dilakukan dengan
tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari ber-
bagai alternatif dan kemungkinan cara untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan sebelumnya (Diansari, 2016). Secara
teoritis, jenis evaluasi ex-ante dimaksudkan untuk mengantisi-
pasi dan memberikan penilaian awal tentang dampak, pengaruh, atau
konsekuensi dari kebijakan yang telah ditetapkan atau di-
rencanakan. Tujuannya adalah untuk memberi tahu orang
tentang bagaimana membuat kebijakan. Selain itu, evaluasi ex-
ante mempertimbangkan konsekuensi kebijakan (Lintjewas,
Tulusan, Egetan, 2016).

Evaluasipadatahappelaksanaan, jugadikenalsebagai evaluasion-
going, dilakukan selama pelaksanaan kebijakan untuk me-
ngetahuiseberapajauhkemajuanpelaksanaannyadibandingkan
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dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Diansari,
2016). Dalam kebanyakan kasus, evaluasi on-going bertujuan
untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai
dengan perencanaan. Namun, evaluasi ini tidak berfungsi se-
bagai penilaian akhir kinerja pelaksanaan kebijakan. Dengan
melakukan evaluasi terus menerus, penyimpangan dapat diper-
baiki secepat mungkin melalui rancangan dan rekomendasi,
sehingga hasil akhir pelaksanaan kebijakan akan sesuai dengan
rencana(Christiyanto, Nurfitriyah, Sutadiji, 2016).

¢. Evaluasi pasca-pelaksanaan, juga dikenal sebagai evaluasi
pasca-pelaksanaan, adalah model evaluasi konvensional untuk
evaluasi pelaksanaan kebijakan. Salah satu tujuan dari evaluasi
pasca-pelaksanaan adalah untuk menilai tingkat pencapaian
tujuan dan dampak dari kebijakan yang telah dilaksanakan
(Lintjewas, Tulusan, Egetan, 2016).

3. KesenjangandalamPelaksanaan Kebijakan Publik

Pejabat administrasi negara yang berwenang dan bertanggung
jawab, yang juga dikenal sebagai pelaksana kebijakan publik,
memiliki kebebasan untuk bertindak atau mengambil keputusan
sesuka mereka (Mustafa, Purnama, Syahbandir, 2016). Jenis peng-
ambilan keputusan yang dipengaruhi oleh penilaian pribadi yang
tidak terikat dengan keytentuan yang berlaku dikenal sebagai stres
keputusan. Pelaksana kebijakan publik memiliki otoritas untuk
membuat kebijakan publik. Ini sesuai dengan kebutuhan negara
akan pelayanan publikyangsemakinkompleks (Pradana, 2016).

Namun, keputusan hanya dapat dibuat setelah memenuhi
persyaratanyangditetapkanolehundang-undang: memulaipeme-
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rintahan, mengisi kekosongan, memberikan kepastian, dan meng-
atasi stagnasi pemerintahan demi kepentingan umum. Pejabat
publik, juga dikenal sebagai pelaksana kebijakan, memiliki we-
wenang untuk bertindak menurut hati nurani mereka sendiri dalam
ruang lingkup kemandirian mereka. Ini dapat disebabkan oleh
stagnasi pemerintahan, ketidakteraturan peraturan, atau ketidak-
lengkapanperaturan.

Mereka yang membuat keputusan memiliki otoritas untuk
melakukan hal ini (Mustafa, Purnama, Syahbandir, 2016). Untuk
meningkatkan pelayanan masyarakat, biasanya digunakan ke-
putusan diskresi. Pelaksana kebijakan umumnya diharuskan untuk
memahami secara pribadi dinamika masyarakat, dan mereka juga
diharuskan untuk mengatasi dampak dari keputusan mereka dalam
pelayanan masyarakat. Derajat kebebasan ini dapat menyebabkan
pelayanan yang diterima masyarakat pelaksana kebijakan tidak
seragam(Pradana, 2016).

Pelaksana kebijakan dapat memilih untuk memanfaatkan
budaya lokal, sumber daya lokal, atau bahasa daerah seperti bahasa
pengantar dalam implementasi kebijakan. Sistem informasi dapat
membantu meringankan tugas yang rumit menjadi lebih sederhana
sehingga dapat memberikan pelayanan lebih cepat dan tepat
(Ramdhani, Suryadi, Susantosa, 2006; Tsabit, Ramdhani, Cahyana,
2012). Selain itu, sistem informasi geografis (SIG) juga dapat
digunakan untuk mengawasi program pembangunan melalui
pemetaanlokasi.
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Bab3
ImplementasiKebijakanHakUlayatdi
PapuaBarat

A. KebijakanPerlindungandanPengakuanPemerintah

Pengakuan secara terminologis memiliki arti proses, cara,
perbuatan mengaku atau mengakui, sedangkan kata “mengakui”
berarti menyatakan berhak. Menurut konteks ilmu hukum inter-
nasional, misalnya pengakuan terhadap keberadaan suatu Negara/
pemerintahan biasanya mengarah padaistilah pengakuan defactodan
de yure. Pengakuan secara nyata terhadap entitas tertentu untuk
menjalankan kekuasaan efektif pada suatu wilayah disebut dengan
pengakuan de facto. Pengakuan de facto adalah pengakuan yang
bersifat sementara, karena pengakuan ini mengenai kedudukan pe-
merintahan yang baru, apakah didukung oleh rakyatnya dan peme-
rintahannya efektif sehingga kedudukannya stabil. Apabila dapat
terus dipertahankan dan makin bertambah maju, maka pengakuan de
facto berubah dengan sendirinya menjadi pengakuan de jure.
Pengakuan bersifat tetap yang diikuti dengan tindakan tindakan
hukum lainnya. Sedangkan pengakuan secara hukum (de jure)
adalah pengakuan suatu Negara terhadap Negara lain yang diikuti
dengan tindakan tertentu, misalnya pembukaan hubungan diplo-
matikdanpembuatanperjanjiankeduaNegara.

Berdasarkan penjabaran tersebut kaitannya dengan definisi
perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat atas tanah,
negara, ataupemerintahmengakui masyarakatadatsecarapolitikdan
hukum dengan menetapkan hak dan kewajiban pemerintah untuk
memberikan penghormatan, kesempatan, dan perlindungan
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bagi pertumbuhan masyarakat adat, serta untuk mempertahankan
adat istiadat tradisional mereka. Pengakuan ini menunjukkan bahwa
negara atau pemerintah telah mengakui, menyatakan, sah, atau
benar bahwa masyarakat adat berhak atas sumber daya alam. Peng-
akuan juga mewajibkan pemerintah untuk melindungi hak-hak ter-
sebut dari ancaman atau gangguan dari pihak lain. Hak masyarakat
adat atas tanah dan sumber daya alam lainnya adalah inti dari peng-
akuanini.

Oleh karena itu, pengakuan hak masyarakat adat atas tanah
tidak hanya dapat diperoleh melalui hukum Negara, tetapi karena
masyarakat Indonesia adalah plural, pengakuan tersebut juga dapat
diperoleh melalui hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Ini
selaras dengan Grand Theory Cornelis Van Vollenhoven, yang
menyatakan bahwa sistem pemberlakuan adat didasarkan pada
tindakan yang dianggap patut dan mengikat oleh masyarakat dan
pemerintah Belanda, bukan peraturan yang dibuat oleh pemerintah
atau alat kekuasaan lainnya. Selain itu, penduduk memiliki ke-
yakinan yang sama bahwa aturan adat harus dipertahankan oleh
kepalaadatdan petugas-petugaslainnyadanmemilikisanksi.

1. PengakuanPemerintah TerhadapHak Ulayat

Pengakuan hukum terhadap masyarakat adat ini tidak banyak
dipermasalahkan hinggasekitartahun 1960. Sebagian darialasan-nya
karena jaminan tersebut dianggap sudah sewajarnya, dan se- bagian
lagi karena Republik masih terlibat dalam perang kemer- dekaan.
Namun, sejak tahun 1960, perlindungan terhadap eksistensi dan hak-
hak Masyarakat Adat menurun drastis sebagai akibat dari peningkatan
kepentingan negara terhadap sumber daya alam yang terletak di
wilayah ulayatMasyarakat Adat, terutamadiluarpulauJawa.
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Negara membuat berbagai kebijakan untuk mengurangi,
menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak-haktradisional dan
sejarah masyarakat adat. Mereka melakukan ini tanpa mem-
berikan kompensasi dalam bentuk apapun. Secara keseluruhan,
dapat dikatakan bahwa setiap kebijakan negara yang menghalangi,
mengurangi, serta membatasi, dan atau mencabut hak-hak tradi-
sional juga sejarah masyarakat adat tersebut merupakan sebuah
bentuk pelanggaran hak asasi manusia, baik secara sengaja maupun
tidaksengaja.

Seseorang harus mempertimbangkan Peraturan Daerah
Khusus Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan,
Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Wilayah
Adat di Provinsi Papua Barat, yang mencakup, antara lain Pasal 17
Peraturan Daerah Khusus Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengakuan, Pelindungan, Pemberdayaan Masyarakat Adat dan
Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat. Dalam pasal ini dinyatakan
bahwa; (1) Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab untuk
melindungi Masyarakat Adat di wilayah Provinsi Papua Barat; (2)
perlindungan terhadap Masyarakat Adat dan wilayahnya sebagai-
mana disebutkan pada ayat (1) dilakukan melalui Peraturan Daerah
Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi, (b) sensus yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan (c) kebijakan khusus
yangdirancangkhususuntuk melindungi Masyarakat Adat.

Peraturan Daerah Khusus Nomor 9 tshun 2019 sebenarnya
menetapkan pedoman untuk pengakuan, perlindungan, dan pember-
dayaan masyarakat adat dan wilayah adat di Provinsi Papua Barat.
Pasal 17 menetapkan bahwa pemerintah daera provinsi bertanggung
jawab untuk melindungi masyarakat adat di wilayah Provinsi Papua
Barat. Ini berarti bahwa setiap pemerintah daerah di mana masya-
rakatadat memilikikelembagaanadatyangdibentuk, diakui,dan
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berlaku di tingkat suku, subsuku, marga, dan submarga di wilayah
tersebut. Sebelum proses indentifikasi, verifikasi, dan validasi ke-
beradaan masyarakat adat dan wilayah adat dilaksanakan,
kelembagaan adat juga melakukan tindakan sosialisasi dan
koordinasi.

Pasal 20 Peraturan Daerah Khusus Nomor 9 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengakuan, Pelindungan, Pemberdayaan Masya-
rakat Adat dan Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat. Dalam pasal
tersebut dijelaskan bahwa; (1) Pemerintah Daerah Provinsi ber-
tanggung jawab atas hal-hal berikut: (a) menyediakan anggaran dari
penerimaan khusus Provinsi Papua Barat untuk program pem-
berdayaan ekonomi, perlindungan hak-hak masyarakat adat, dan
pemetaan wilayah adat; dan (b) menyediakan anggaran pada APBD
Provinsi terutama dari dana otonomi khusus dan sumber lainnya
yang diberikan kepada masyarakat adat dalam proses pemetaan
wilayah adat. (2) Untuk mengatur pengelolaan anggaran sebagai-
mana disebutkan pada ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi me-
nunjuk Perangkat Daerah yang memiliki tugas, wewenang, dan
fungsi yang berkaitan dengan pemberdayaan dan perlindungan
masyarakatadat.

Untuk mencapai tujuan ini, Provinsi Papua Barat melakukan
upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan melindungi hak
dan identitas masyarakat di wilayah adat. Pada akhirnya, ini di-
harapkan menjadi titik temu yang harmonis antara masyarakat adat
dan pemerintah, sekaligus mencegah efek buruk dari pemetaan
wilayah adat. Pemetaan wilayah adat bertujuan untuk membuat pe-
metaan ruang wilayah adat keserasian dengan berbagai sumber
daya. Karena itu, diharapkan bahwa pelaksanaan pemetaan wilayah
adat yang konsisten akan mengurangi konflik dan meningkatkan
keterpaduandiantarasektordanwilayahadat.
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Karena masyarakat adat sudah ada sebelum negara didirikan,
eksistensidanhakmerekatidakdiberikanolehnegara.Olehkarenaitu,
ketika masyarakat adat dan hakhaknya diakui dalam konstitusi dan
peraturan lainnya, mereka bersifat deklaratif. Eksistensi dan
tradisi masyarakat adat diakui di seluruh dunia, tidak hanya di
Indonesia. Deklarasi PBB pada September 2007 menetapkan hak
masyarakat adat untuk memperoleh keputusan cepat melalui pro-
sedur yang adil dan disetujui secara bersama untuk menyelesaikan
sengketa dengan negara dan pihak-pihak lain, serta untuk pemu-
lihan yang efektif atas pelanggaran hak-hak individu dan kolektif.
Ketika membuat keputusan, kebiasaan, aturan, dan sistem masya-
rakat lokal harus dipertimbangkan. (Pasal 40 United Nations
Declarationonthe RightsofIndigenousPeople).

Pasal 21 Peraturan Daerah Khusus Nomor 9 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengakuan, Pelindungan, Pemberdayaan Masya-
rakat Adat dan Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat. Pasal ini
mengatur secara jelas perihal; (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota bertanggungjawab melindungi keberadaan Masyarakat Adat
dalam wilayah pemerintah daerah Kabupaten/Kota; (2) Pelindungan
terhadap Masyarakat Adat dan wilayanhnya sebagaimana dimaksud
padaayat(1)dilakukandalambentuk:

1. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur perlindungan,
pemanfaatan, dan pengelolaan bagian wilayah adat dan sumber
dayaalamnya.

2. SensusKomunitasAdat.

3. Peraturan Daerah mengenai keberadaan Masyarakat Adat dalam
wilayah pemerintahandaerah berdasarkan hasilsensus.

4. PeraturanKampungAdatDaerahKabupaten/Kota.

5. Kebijakan daerah untuk program jangka panjang dan tahunan
pembanguan.
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6. Informasitentangketentuanhukum pertanahan.

7. Kemampuan penyelesaian sengketa wilayah adat antar masya-
rakatadatdanbadanusaha,

8. Pelatihan bagi Masyarakat Adat Terkait Manajemen Wilayah
Adat.

9. Tidak memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan
bagian wilayah adat dan sumber daya alamnya jika tidak me-
menuhisyarat-syaratsahnyaperjanjian.

Melalui pemetaan wilayah adat, pemerintah pusat dan daerah
bertanggung jawab untuk melindungi eksistensi masyarakat adat.
dengan mengatur zonasi dan menetapkan prosedur untuk pemetaan
wilayah adat. Pemerintah melibatkan masyarakat dalam pemetaan
wilayah adat ini, yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, dan
pengendalian. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa
masyarakat adat selalu kalah dalam konflik agraris. Meskipun
demikian, masyarakat adat memiliki kekuatan yang kuat karena
telah diakui dalam konstitusi. Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang
Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara mengakui and menghormati
kesatuan-kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya
selama masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam
Undang-Undang.

Karena masyarakat adat sudah ada sebelum negara didirikan,
eksistensidanhakmerekatidak diberikanolehnegara.Olehkarenaitu,
ketika komunitas adat dan hakhaknya diakui dalam konstitusi dan
berbagai peraturan hukum lainnya, komunitas tersebut bersifat
deklaratif. Eksistensi dan tradisi masyarakat adat diakui di seluruh
dunia, tidak hanya di Indonesia. Deklarasi Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) dari September 2007 menetapkan hak masyarakat
adatuntukmemperolehkeputusansecaracepat melaluiprosedur
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yang adil dan disetujui secara bersama untuk menyelesaikan
sengketa dengan negara dan pihak-pihak lain, serta untuk pe-
mulihan yang efektif atas pelanggaran hak-hak kolektif dan
individu. Keputusan itu harus mempertimbangkan adat, tradisi,
peraturan, dan sistem masyarakat adat tersebut (Pasal 40 United
Nations Declarationonthe Rightsof Indigenous People).

Namun, peraturan perundang-undangan yang secara nyata
memberikan perlindungan kepada masyarakat adat belum mengikuti
jaminan konstitusi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Pokok-pokok Agraria (UUPA) adalah undang-undang pertama yang
mengatur kedudukan masyarakat adat. Setelah itu, banyak Undang-
Undang baru muncul, terutama untuk mengatur posisi Masyarakat
Adat dalam hal sumber daya alam. Namun, beberapa Undang-
Undang mengatur hak Masyarakat Adat secara sektoral, tanpa
benar-benar berpihak atau meredusir Masyarakat Adat. Sebagian
undang-undang juga pro-kapital dan eksploitatif, mengabaikan
konservasi, sebaliknyaberkarakter eksploitatif dan prokapital.

Karena tidak ada payung hukum yang menjamin masyarakat
adat, mereka lemah dalam situasi sengketa klaim tanah, hutan, atau
sumber daya alam lainnya, dan sering mengalami diskriminasi di-
sertai kriminalisasi dan kekerasan. Ini terkait dengan sumber daya
alam, yang dapat ditunjukkan bahwa masyarakat adat di Indonesia
dahulu menguasai sumber daya alam (traditional common property)
telah bergeser ke penguasaan oleh negara (state property) dan kini
(terutama) penguasaan oleh korporasi swasta (private property).
Salahsatuhakpenting Masyarakat Adatadalah hak ulayat.

Hak ulayat pada beberapa tempat mencakup hak properti
umum, yaitu hak atas laut dan perairan. Sebagai catatan, Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-
UndangNomor 27 Tahun2007tentang Pengelolaan Wilayah
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Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menyebutkan masyarakat adat, tetapi
tidakmemberikanhak-hakyangjelaskepada mereka.

Hubungan antara masyarakat adat dan tanah di sekitarnya
adalah bagian lain dari hak ulayat. Dengan menggunakan gagasan Ter
Haar tentang “tanah plus” pengertian tentang tanah dan ling-kungan
sekitar wilayahnya mencakup hak Masyarakat Adat atas tanah,
termasuk isinya, perairan, hutan, and satwa liar yang menjadi sumber
pencariannya. Meskipun demikian, definisi tanah tambahan; ini hanya
mencakup sumber daya alam yang terletak di atas tanah, dan tidak
mencakup hak atas sumber daya alam yang terletak di bawah
tanah. Karena kekayaanalamyangterkandung didalam bumitidak
termasuk dalam kewenangan pemiliktanah diatasnya, sesuaidengan
ketentuan.

Namun, berdasarkan prinsip pengakuan terhadap Masyarakat
Adat, jika sumber daya alam di dalam bumi berada di wilayahnya,
Masyarakat Adat harus diberi hak untuk mendapatkan informasi,
menerima persetujuan tanpa kekerasan, dan memperoleh dan
membagi keuntungan dari pembagian dan pemanfaatan pengelolaan
sumber daya alam tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip Free,
Prior, and Informed Consent (FPIC), yang telah diterapkan secara
global; sayangnya, Undang-Undang terkait belum mencantumkan
prinsipinisecarakeseluruhan.

Oleh karena itu, pengakuan masyarakat adat terkait erat
dengan politik hukum yang terkandung dalam Amandemen
Undang-Undang Dasar 1945 mengenai eksistensi masyarakat adat
dan hak-hak tradisionalnya. Menurut Pasal 18B ayat (2) Undang-
Undang Dasar 1945, negara mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan RepublikIndonesia (NKRI).Pengakuan
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and penghormatan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dan
hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan per-
kembangan masyarakat dan sesuai dengan prinsip NKRI yang di-
atur dalam Undang-Undang adalah empat persyaratan dalam
rumusanUndang-Undang Dasar 1945.

Ada kemungkinan bahwa proses identifikasi dan verifikasi
termasuk dalam upaya untuk melindungi dan mengakui masyarakat
adat. Hak Masyarakat Adat adalah prinsip utama karena tidak
mungkin ada orang lain di luar komunitas masyarakat adat yang
lebih mengenal mereka daripada komunitas masyarakat adat itu
sendiri. Namun demikian, proses verifikasi diperlukan untuk men-
cegahindividu lainyang mengaku sebagai masyarakatadattetapitidak
memenuhi standar dasar masyarakat adat. Semua komunitas
masyarakat adat melihat proses verifikasi sebagai batu ujian.
Mereka akan dievaluasi melalui proses verifikasi ini apakah mereka
sesuai dengan standar dasar sebagai masyarakat adat. Pada dasar-
nya, proses verifikasi ini hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang
independen untuk menghindari tindakan manipulasi dan kese-
wenang-wenangan yang bertentangan dengan tujuan dari Undang-
Undangini.

|dentifikasi yang dilakukan secara tidak hati-hati dan sendiri
oleh masyarakat adat dapat berdampak negatif. Sebagai contoh,
studi tentang Hak Ulayat di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan
Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada lagi tanah
ulayat di Kabupaten Paser. Karena tanah ulayat merupakan salah
satu tanda keberadaan masyarakat adat di Paser, ini menunjukkan
bahwa masyarakat adat tidak ada lagi di sana. Tidak diragukan lagi,
temuan tersebut mengejutkan karena tidak menggambarkan keadaan
sebenarnyadilapangan.
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Proses identifikasi, verifikasi, dan penetapan keberadaan
masyarakat adat pada dasarnya dimonopoli oleh negara. Karena
prosesnya dilakukan oleh pemerintah, dan Keputusan Presiden me-
netapkan keberadaan masyarakat adat, hal ini dapat disebut
monopoli. Tidak dapat dibayangkan berapa banyak Surat Keputusan
Presiden yang akan dikeluarkan oleh Undang-Undang di masa men-
datang. Idealnya, penetapan di tingkat daerah dilakukan melalui
keputusan bupati. Agar sesuai dengan gagasan desentralisasi, akan
lebih baik jika pemerintah daerah bertanggung jawab untuk me-
netapkan keberadaan mereka sebagai konsekuensi logis dari peng-
akuanmasyarakatadat.

Draftidentifikasi danverifikasisaatinihanyadimilikioleh
pemerintahdansangatberjenjang. Halinidisebabkanolehkele-
mahanproses birokrasiyangterlalupanjangdanrumityangtidak
menjaminketerlibatan penuhmasyarakatadat sementaramasya-
rakatadatitusendiriyangdiidentifikasi. Karenaitu, idebahwa
masyarakatadatdapat melakukanidentifikasi danverifikasidiri
merekasendirimelaluilembagaindependenseperti KomisiDaerah
Masyarakat Adatsangat pentinguntukdipertimbangkan. Akibatnya,
prosesidentifikasidanverifikasiakanmembantu menentukaniapa
yangtermasuk dalam masyarakatadat dansiapayang memilikihak.

Hal-hal berikut akan terjadi jika ketentuan dalam draf saat ini
tetap digunakan untuk pengaturan umum mengenai identifikasi,
verifikasi, dan penetapan keberadaan masyarakat adat dan hak-hak-
nya:

a. Masyarakat adat dan hak-haknya akan ditetapkan melalui
ribuanKeputusanPresiden.

b. Tidak sulit untuk memahami bahwa keberatan terhadap SK
Penetapan Presiden akan diajukan kepada PTUN karena proses
keberatandiserahkankepadaundang-undang.
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. Jika itu benar, bukankah RUU ini hanya akan menimbulkan
masalahbarudanmembebanisektorperadilan.

Peraturan pemerintah dan daerah (sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 9) yang akan dibuat harus sesuai dengan tujuan umum
yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Batasan-batasan yang ber-
kaitan dengan identifikasi dan verifikasi juga harus dimasukkan ke
dalam Undang-Undang ini. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar
dari proses identifikasi dan verifikasi dimasukkan ke dalam kolom
masukan dan perubahan yang diusulkan. Selain itu, usulan ini
mengatur pihak mana saja yang akan melakukan kegiatan
identifikasidanverifikasitersebut.

Pemahaman tentang kriteria Masyarakat Adat mengalami ke-
majuan selain ketiga hal sebelumnya. Sebelum ini, kriteria masya-
rakat adat kumulatif, terdiri dari banyak kriteria. Dengan Undang-
Undang Desa, itu berubah menjadi kombinasi kumulatif dan
opsional. Kriteria wilayah yang wajib dikombinasikan dengan
kriteria yang lebih opsional. Perubahan kedua adalah pembentukan
peraturan pelaksana untuk pengakuan masyarakat adat. Peraturan
pelaksanatersebutdibuathanyadalamduatahunterakhir,

Legislasi atau peraturan perundang-undangan, serta kepu-
tusan hakim, bertanggung jawab atas pengakuan masyarakat adat.
Beberapa inisiatif pengakuan masyarakat adat adalah hasil dari ke-
pentingan sektoral dan tidak direncanakan. Sebelum ini, diduga
bahwa ekses tersebut berasal dari pengaturan Masyarakat Adat yang
hanya parsial daripada menyeluruh. Salah satu peraturan per-
undangan mengatur kelembagaan adat dan hak-hak masyarakat
adat. Untuk mengakhiri parsialisme, Aliansi Masyarakat Adat
Nusantara (AMAN) mengusulkan pembentukan Undang-Undang
khususuntuk masyarakatadat.
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Ada sejumlah tanda yang dapat digunakan untuk meng-
identifikasi perbedaan dalam skema pengakuan. Petanda pertama
menunjukkan hasil dari keberadaan atau pengukuhan masyarakat
adat. Untuk pertanda kedua, itu adalah hak yang diakui. Untuk
tanda pertama, yang merupakan bentuk produk hukum, harus ada
paling tidak tiga kelompok peraturan perundangan. Kelompok per-
tama menetapkan peraturan daerah untuk mengukuhkan atau me-
netapkan keberadaan masyarakat adat. Kelompok kedua menetap-
kan keputusan kepala daerah (bupati atau walikota) untuk mengu-
kuhkan atau menetapkan keberadaan. Kelompok ketiga menetapkan
bahwa pengukuhan atau penetapan keberadaan dapat dilakukan oleh tim
yangdibentukolehbupatiatauwalikota.

Petanda ketiga menunjukkan perbedaan kewenanganyang di- akui
atauhak. Karena perbedaan, inidapat dibagi menjadidua kategori:
yang pertama mengatur pengakuan hak atas sumber daya alam; dan
yang kedua mengatur pengakuan masyarakat adat sebagai komunitas
yang berdiri sendiri dan memiliki otoritas untuk mengelola
urusan pemerintahan. Variasi dalam jenis hak yang di- akui juga dapat
diidentifikasi melalui dua tanda di atas. Dua tahapan pengakuan
masyarakat adat adalah pengukuhan atau penetapan keberadaan
dan pengakuan hak atau kewenangan. Uraian kedua langkah
tersebut dapat ditemukan disini. Pada dasarnya, pengu- kuhan atau
penetapan keberadaan adalah proses untuk memastikan bahwa suatu
komunitasmemenuhipersyaratan Masyarakat Adat.

Menurut Bupati Sorong Selatan, Samsudin Anggiluli menga-
takan bahwa “Dengan adanya pengakuan dan kewenangan ber-
dasarkan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Desa dan peraturan pelaksananya,
maka diharapkan Pengakuan atas kewenangan tersebut khususnya
merujuk padakewenanganberdasarkanasal-usul.Salahsatu
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undang-undang yang menghubungkan pengakuan kewenangan
dengan pengukuhan atau penetapan keberadaan dengan menjadikan
sebagai pengakuan kewenangan adalah Undang-Undang Desa.
Dengan menetapkan bahwa desa adat memiliki aset seperti hak
ulayat, hutan, dan air milik desa, Undang-Undang Desa juga
mengakuihak badanhukum publik (Wawancara, 23 Maret 2023).

Selanjutnya menurut Anton Dombret mengatakan bahwa
“Masyarakat Adat sangat menginginkan adanya pengakuan dan
kewenangan yang didasari pada penyelenggara urusan pemerintah
baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanannya, serta diharap-
kan adanya pengakuan atas kewenangan yang merujuk pada ke-
wenangan berdasarkan latar belakangnya. Undang-Undang yang di-
maksud adalah Undang-Undang Desa termasuk salah satu peraturan
perundangan yang berkaitan secara langsung melalui pengakuan
kewenangan. Selanjutnya adanya pengukuhan atau menetapkan ke-
beradaan dengan cara menjadikan sebagai kewenangan dengan cara
menentukan desa adat sebagai pemilik aset seperti hak ulayat, hutan dan
mataairmilikdesa(Wawancara, 24 Maret 2023).

Selanjutnya menurut Dance Yulian Flassy mengatakan
bahwa “Hampir sebagian besar Masyarakat Adat menginginkan ada
pengakuan dan kewenangan yang didasari pada penyelenggara
urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan peraturan pelak-
sanannya yang diharapkan dapat menciptakan pengakuan atas ke-
wenangan yang berdasarkan pada kewenangan berdasarkan latar
belakangnya. Adapun yang termasuk dalam Undang-Undang Desa
salah satunya peraturan perundangan yang berkaitan secara
langsung melalui pengakuan kewenangan serta adanya pengakuan
ataupenetapankeberadaan melaluikewenanganyangsebelumnya
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telah ditentukan oleh desa adat sebagai pemilik aset seperti hak
ulayat yang termasuk didalamnya kekayaan sumber daya alam
(Wawancara,01April2023).

Selain itu informan penelitian Filemon Ulimpa, mengatakan
bahwa “Masyarakat lokal dalam hal ini Masyarakat Adat sangat
mengharapkan adanya pengakuan dan kewenangan yang melalui
dasar penyelenggaraan urusan pemerintah, sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanan lainnya yang di-
harapkan mampu melahirkan hak pengakuan atas kewenangan yang
didasarkan pada kewenangannya. Adapun yang termasuk didalam-
nya adalah Undang-Undang Desa serta peraturan perundangan yang
secara langsung berkaitan melalui pengakuan kewenangan serta
adanya pengakuan atau penetapan keberadaan melalui kewenangan
sebelumnya yang telah ditentukan melalui proses adat desa sebagai
pemilik aset seperti hak ulayat yang termasuk didalamnya kekayaan
sumberdayaalam(Wawancara, 07 April 2023).

Selanjutnya informan Martinus Maga, mengatakan bahwa
Pengaturan hukum mengenai pengakuan Masyarakat Adat men-
cakup legislasi atau peraturan perundang-undangan dan putusan
hakim dimana terdapatnya fakta bahwa “Terdapat beberapa skema
pengakuan Masyarakat Adat yang bukan merupakan sesuatu yang
direncanakan melainkan ekses dari ego sektoral. Sebelumnya sudah
terdapat ekses berupa pengaturan Masyarakat Adat yang tidak ber-
sifat holistik melainkan parsial. Ada peraturan perundangan yang
hanya mengatur hukum atau kelembagaan adat, dan yang lain
mengatur hak-hak Masyarakat Adat. Aliansi Masyarakat Adat
Nusantara (AMAN) mengusulkan pembentukan Undang-Undang
tersendiri untuk mesyarakat adat untuk mengakhiri parsialisme
tersebut(Wawancara, 20April 2023).
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Selain itu informan penelitian Jevries N. Kewetare, mengata-
kan bahwa “Pengaturan tentang adanya pengakuan Masyarakat
Adat mencakup legislasi atau peraturan perundang-undangan dan
putusan hakim dimana terdapatnya fakta bahwa adanya beberapa
skema pengakuan Masyarakat Adat yang bukan merupakan sesuatu
yang baru direncanakan. Sebelumnya sudah terdapat ekses berupa
pengaturan Masyarakat Adat yang bersifat parsial. Ada peraturan
perundangan yang hanya mengatur atau kelembagaan adat dan ada
pula yang mengatur hak-hak Masyarakat Adat. Aliansi Masyarakat
Adat Nusantara (AMAN) mengusulkan pembentukan Undang-
Undang tersendiri untuk mesyarakat adat untuk mengakhiri parsial-
ismetersebut(Wawancara, 20April 2023).

2. PerlindunganHukum Pemerintah TerhadapHakUlayat

UUD 1945 produk hukum tertinggi di Indonesia, mencakup
pasal-pasal yang berkaitan dengan masyarakat adat. Pasal 18B (2),
yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati ke-
satuan masyarakat adat dan hak tradisionalnya sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-
undang, dan Pasal 28I (3), yang menyatakan bahwa identitas
budaya dan hak masyarakat adat dihormati selaras dengan per-
kembanganzamandanperadaban.

Peraturan konstitusi lainnya mengatur pengakuan masyarakat
adat dan hak-hak mereka. Salah satu undang-undang utama yang
mengatur pengaturan sumber daya alam, UUPA, mengakui hak
ulayat dalam Pasal 3, yang menyatakan bahwa dengan mengingat
ketentuan-ketentuandalamPasal 1dan2, pelaksanaan hak ulayatdan
hak-hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat adat, se-
panjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa,
sehinggasesuaidengankepentingannasionaldannegara, berdasar
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atas persatuan bangsa, dan tidak boleh bertentangan dengan
undang-undang

Seseorang harus mempertimbangkan Peraturan Daerah
Khusus Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan,
Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Wilayah
Adat di Provinsi Papua Barat, yang mencakup, antara lain; Pasal 1
Peraturan Daerah Khusus Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengakuan, Pelindungan, Pemberdayaan Masyarakat Adat dan
Wilayah AdatdiProvinsiPapuaBarat.

Dalam Pasal 6, dijelaskan bahwa Majelis Rakyat Papua
Barat, atau MRPB, adalah representasi kultural orang asli Papua. Itu
memiliki tugas dan kewajiban untuk melindungi hak-hak orang asli
Papua dengan mempromosikan adat dan budaya, mempromosikan
perempuan, dan mempertahankan kerukunan hidup beragama. Dari
sudut pandang konstitusi dan perlindungan HAM, masyarakat adat
Papua di wilayah Provinsi Papua Barat dilindungi oleh Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua. Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua ber-
tujuan untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak
Orang Asli Papua. Hak Masyarakat Adat dilindungi dalam Undang-
UndangNomor21Tahun2001.

Ini sesuai dengan Pasal 43, yang mengatur perlindungan hak
ulayat Masyarakat Adat serta hak individu warga Masyarakat Adat
yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria memberikan perlindungan
terhadap hak ulayat Masyarakat Adat sebelum Undang-Undang
DasarNegaraRepublikindonesia Tahun 1945diubah untuk meng- akui
masyarakat adat dan hak tradisional mereka. Keberadaan
Masyarakat Adat dalam penyelenggaraan pembangunan dan peme-
rintahannegarasering kalitidak diakui, dilindungi, ataudihormati
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oleh berbagai pihak. Mereka sering mengalami pengabaian dan pe-
langgaran hak-haknya, serta perlindungan negara yang kurang baik
terhadapkeberadaanmereka.

Hak ulayat yang dimiliki dan dikuasai oleh Masyarakat Adat
Papua Barat mencakup wilayah darat beserta segala sesuatu di atas
dan di dalam tanah, wilayah laut beserta segala sesuatu di dasar
laut, dan wilayah ruang udara. Wilayah-wilayah ini diberikan oleh
Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bagian dari identitas Masya-
rakat Adat yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk ke-
untunganbersama.

Pasal 25 Peraturan Daerah Khusus Nomor 9 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengakuan, Pelindungan, Pemberdayaan Masya-
rakat Adat dan Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat. Pasal ini me-
netapkan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota
berikut: (a) mengalokasikan anggaran dari APBD kabupaten/kota
untuk tujuan pemetaan wilayah adat; (b) menetapkan standar nilai
jual tanah berdasarkan NJOP berdasarkan klasifikasi tanah; (c)
melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan
tentang bagaimana wilayah adat digunakan; (d) melindungi tempat
sakral; (e) menetapkan nilai sewa dan kontrak atas tanah adat. (g)
memberikan strategi untuk penggunaan dan pengelolaan sumber
daya alam masyarakat adat kepada MRPB; (h) menetapkan per-
syaratan untuk perjanjian sewa dan pemanfaatan tanah adat; (i)
mengakui, mempromosikan, dan melindungi hak masyarakat adat
dalam Peraturan Daerah Khusus ini; (j) melibatkan Masyarakat
Adat dalam proses pengambilan keputusan tentang pemanfaatan
tanah adat; (k) membentuk tim penyelesaian sengketa antara
Masyarakat Adat nad/atau dengan pihak lain; dan (I) membentuk tim
penyelesaian sengketa antara Masyarakat Adat dan/atau dengan pihak
lain. (I)menyediakandanauntuk pemetaan Wilayah Adat dari
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APBD sebesar sekurang-kurangnya 15% setiap tahun anggaran
hingga pemetaan Wilayah Adat selesai; (m) dukungan pembiayaan
yang disebutkan pada huruf n dapat mencakup bantuan kepada
fasilitas pemetaan, pakar, dan organisasi pendamping, serta duku-
ngan tambahan untuk mempercepat proses pemetaan; dan (n) me-
nunjuk OPD yang bertanggung jawab atas semua urusan yang ber-
kaitan dengan masyarakat adat sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi.

Selain dari sudut pandang konstitusi dan perlindungan hak
asasi manusia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua melindungi masyarakat adat
Papua di wilayah Provinsi Papua Barat. Kebijakan Otonomi Khusus
Provinsi Papua bertujuan untuk melindungi, menghormati, dan
memenuhi hak-hak Orang Asli Papua. Hak Masyarakat Adat
dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Ini
sesuai dengan Pasal 43, yang mengatur perlindungan hak ulayat
Masyarakat Adat serta hak individu warga Masyarakat Adat yang
bersangkutan. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Per-
aturan Dasar Pokok-Pokok Agraria melindungi hak ulayat Masya-
rakat Adat sebelum UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
denganmengakuihak-haktradisional masyarakat adat.

Masyarakat Adat di Papua Barat, yang terdiri dari wilayah
dara, secara kolektif memiliki dan menguasai hak ulayat. Namun,
keberadaan mereka dalam penyelenggaraan pembangunan dan pe-
merintahan negara sering kali tidak diakui, dilindungi, atau di-
hormati oleh berbagai pihak saat mereka menggunakan hak ulayat-
nya. Negara juga kurang melindungi keberadaan mereka. Peng-
akuan, perlindungan, dan pemberdayaan hak masyarakat adat atas
tanahulayatdanwilayahadatsecarakeseluruhanbelumcukup
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karena jaminan hak masyarakat adat dalam peraturan perundang-
undanganlainnyayangdiberlakukan.

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang
kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2008 mengenai pemberian tanggung jawab kepada Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk
melindungi dan mempromosikan hak ulayat Masyarakat Adat, serta
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pengakuan dan Pelindungan Hak Ulayat Masyarakat
Adat.

B. Implementasi Pengakuan Hak Ulayat Sebagai Hak
MasyarakatAdatdiPapuaBarat
1. KebijakanHak KonstitusiMasyarakat Adat

Masyarakat adat Papua Barat adalah sebagian kecil dari ke-
lompok etnis yang tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sistem hukum harus memberikan perlindungan dan pengakuan
kepada mereka, terutama hak-hak yang diatur dalam Undang-
Undang Dasar 1945. Kedudukan Masyarakat Adat sebagai rakyat
sangat penting dalam negara republik yang menganut asas demo-
krasi karena rakyat memiliki kedaulatan abadi untuk mengatasi
warganegaradanbahkandiatasundang-undang.

Menghormati dan melindungi masyarakat adat harus dilaku-
kan oleh negara melalui proses yang jujur, terbuka, dan transparan.
Selain itu, memberikan pengakuan yang layak kepada hukum,
tradisi, adat, dan cara masyarakat adat memanfaatkan tanah. Peme-
rintah bertindak sebagai pengadilan dan memutuskan hak-hak
masyarakat adat terkait tanah, wilayah, dan sumber daya, termasuk
hakuntukmendudukidanmenggunakantanahsecaratradisional.
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Masyarakat adat harus terlibat dalam proses ini. Fakta bahwa
Indonesia adalah negara kepulauan yang majemuk telah diketahui
sejakawaloleh parapendirinegara-bangsanya.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika secara filosofis meng-
gambarkan mengenai bangsa Indonesia yang menghormati kebe-
ragaman sosial, budaya, dan politik negaranya. Hak dan kewajiban
setiap warga negara harus diatur oleh hukum dasar negara. dalam
proses membuat kebijakan untuk hak-hak masyarakat adat yang
akan datang. Di Papua Barat, dinamika dan pertumbuhan masya-
rakat adat juga dipertimbangkan. Karena Masyarakat Adat telah
berkembang dan berkembang bersama dengan masyarakat lain,
mengembalikan hak mereka hanya dalam bentuk yang mereka
milikipadamasalalutidak akanmenjadikebijakanyangtepat.

Masyarakat adat tetap memiliki hubungan yang harmonis
satu sama lain, alam, dan penciptanya, meskipun mereka tidak
memiliki perlindungan dan pengakuan dari pemerintah dan hukum.
Modal sosial, juga dikenal sebagai sosial kapital, yang sangat
penting untuk pembangunan bangsa, adalah ketahanan masyarakat
adat pada tingkat pemerintahan paling rendah. Untuk memastikan
keberlangsungan kehidupan masyarakat adat di seluruh negeri,
wilayah Papua Barat menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat
adat dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
Banyak investor domestik dan asing sudah mengubah hutan
menjadi Hak Penguasaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri
(HTI), Perkebunan, dan Wilayah Kerja Pertambangan Migas
(WKP) di wilayah ulayat Masyarakat Adat Papua Barat. Akibatnya,
sistem hukum Indonesia belum melindungi dan mengakui hak-hak asli
masyarakat adat Papua Barat. Namun demikian, tidak satu pun dari
hal-halinimeningkatkankualitashiduporang PapuaBarat.
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Hak masyarakat Papua Barat atas kekayaan alam Hak asasi
manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi adalah hak untuk men-
dapatkan manfaat dari sumber daya alam secara proporsional, baik
dari pemerintah maupun dari investor melalui program pembangu-
nan masyarakat, program empowerment masyarakat, dan program-
program untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk meng-
hadapi tantangan kemajuan kebudayaan dan perubahan budaya
seperti yang dinyatakan dalam Pasal 26 Deklarasi Perserikatan
Bangsa-Bangsatentang Hak Masyarakat Adat;

Pasal 26

1. Masyarakat adat memiliki hak atas tanah-tanah, wilayah-
wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atau
duduki secara tradisional atau sebaliknya tanah-tanah, wilayah-
wilayah dan sumber daya-sumber daya yang telah digunakan
atauyangtelahdidapatkan.

2. Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan,
mengembangkan dan mengontrol tanah-tanah, wilayah-wilayah
dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atas dasar
kepemilikan tradisional atau penempatan dan pemanfaatan
secara tradisional lainnya, juga tanah-tanah, wilayah-wilayah
dansumberdaya-sumberdayayangdimilikidengancaralain.

3. Negara-negara akan memberikan pengakuan hukum dan per-
lindungan atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-
sumber daya tersebut. Pengakuan itu Papua Barat dilakukan
sejalan dengan penghormatan atas kebiasaan-kebiasaan, tradisi-
tradisi dan sistem penguasaan tanah pada masyarakat adat yang
bersangkutan.

Sampai kini, penduduk Papua Barat Sebagian besar belum
mempunyai kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini
menjadikanmerekahanyadapatbertahan hidup dengan meng-
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andalkan hasil menangkap ikan di sungai yang kurang menguntung-
kan. Sebagai warga negara Indonesia mereka seharusnya berhak
atas pekerjaan yang layak, terutama di wilayah leluhur yang di-
kelolaolehnegara, menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27.

Kehidupan anak-anak Masyarakat Adat Papua Barat juga
menjadi terlantar dan tidak produktif. Anak-anak di Papua Sebagian
besar tidak memiliki akses yang layak untuk mendapatkan hak
pemeliharaan dari negara, sebagaimana yang diatur dalam Undang-
Undang Dasar 1945 Pasal 34. Masyarakat Adat sebagai kelompok
utama penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 70 juta orang,
mengalami kerugian spiritual dan materil sebagai akibat dari politik
pembangunan yang diterapkan selama lebih dari tiga puluh tahun.
Kondisi ini sangat ironis karena masyarakat adat merupakan bagian
terbesar dari struktur negara Indonesia. Hampir setiap keputusan
politik memasukkan eksistensi komunitas-komunitas adat ini ke
dalam agenda atau bahkan menyingkirkannya dari proses politik
nasional.

Sistem dan pola kehidupan masyarakat adat dirusak oleh
perilaku tidak adil ini secara ekonomi, politik, hukum, dan sosial.
Hampir seluruh kelompok rakyat yang termarjinalkan dan para
pendukungnya menentang pembangunan selama lebih dari dua
dekade terakhir. Para elit politik kemudian menanggapi kritik ini
dengan menggunakan pendekatan yang dangkal dan parsial, seperti
konsep pembangunan berkelanjutan, yang bertujuan untuk meng-
imbangi pertumbuhan ekonomi dengan konservasi sumber daya
alam.

Metode baruinimeneruskan perspektif bahwa alam hanyalah
komoditas moneter. Tanah dan sumber daya alam lainnya dianggap
sebagai hal spiritual dan sakral oleh masyarakat adat. Selain
mengambilalihsecaralangsungsumberdayaekonomiutama,

68 | KonteksPengakuandan Perlindungan Hak Ulayatdi PapuaBarat




seperti tanah dan sumber daya alam, pemerintah secara sistematis
mengawasi aktivitas ekonomimasyarakat adat. Karena setiap hariada
orang yang membayar ganti rugi untuk lahan mereka, sulit untuk
mendapatkan data tentang luas lahan yang dikuasai oleh
masyarakatPapuaBaratsaatini.

Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 telah diubah untuk
mendukung hak-hak tradisional Masyarakat Adat, pelaksanaannya
masih jauh dari apa yang diharapkan masyarakat Papua Barat. Hak-
hak masyarakat adat tidak dilindungi atau diakui secara eksplisit
dalam konstitusi Indonesia sebelumnya, seperti Konstitusi RIS
1949, Dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum
amandemen, Konstitusi RIS 1949 lebih menekankan Hak Asasi
Manusia. Hal ini dirasakan sebagai pengaruh langsung dari
Universal Declaration of Human Rights 1948, Karena itu,
Konstitusi ini tidak memperhatikan keberadaan Masyarakat Adat.
Konsep ini mengandung nilai filosofis yang mungkin berhubungan
dengan individualisme. Menurut konstitusi RIS 1949, perlindungan
dan pengakuan hak-hak adat masyarakat adat adalah tanggung
jawabnegarabagianyangotonom.

Jika pemerintah mampu mengembangkan kebijakan yang
umunya disebut sebagai Coporate Social Responsibility, yaitu
adanya kewajiban bagiinvestor untukmembinamasyarakat lokal agar
mampu mendapatkan hidup yang lebih sejahtera, masyarakat Papua
Barattidak menjaditermarjinalkandalarn pembangunan nasional
yang semakin pesat. Indonesia yang adil dan ditunggu- tunggu,
sepenuhnya belum berjalan optimal. Sangat bergantung pada
undang-undang tentang pemerintahan daerah untuk melin- dungi
hak-hak konstitusional masyarakat hukurnadat di daerah- daerah;
setiap undang-undang sebelumnya telah menyimpang dari Undang-
UndangDasar 1945, jadi Undang-Undang Nomor 1tahun
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1957 tentang Pemerintahan Daerah harus direvisi untuk memenuhi

persyaratanyanglebihsesuai.

Banyak Masyarakat Adat diperlakukan tidak adil oleh peme-
rintah saat ini. Hak ulayat masyarakat adat Papua Barat semakin
dieksploitasi dan mereka semakin tidak berdaya. Rakyat Indonesia,
yang terdiri dari beragam suku dan etnis, telah terabaikan.
Masyarakat hukurn adat sering diperlakukan secara tidak adil oleh
negara.Halinidisebabkanolehfaktabahwatidakadaaturanyangjelas
tentang keberadaan mereka dalam ketiga Konstitusi yang ada. Pasal
18B, yang ditambahkan pada amandemen kedua, mengatur hak-hak
konvensionalyangdilindungiolehhukumadat, menyata-kanbahwa;
1) Negara mengakui dan menghonnati satuan-satuan pemerintahan

daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur
denganundang-undang.

2) Negara mengakui dan menghonnati kesatuan-kesatuan Masya-
rakat Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam
undang-undang.

Hak masyarakat tradisional diatur Dalam Bab XA tentang
Hak Asasi Manusia, Pasal 281 ayat (3) yang berisi ketentuan;
“Identitas budaya dan hak masyarakat tradsional dihonnati selaras
dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Setelah Undang-
Undang Dasar 1945 diubah, Undang-Undang tentang Desentralisasi
Pemerintahan Daerah diubah lagi. Setelah diubah oleh Undang-
Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan, Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah mem-
berikanotonomiyangluar biasakepadadaerah, sertakewajiban
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negara untuk mengakui dan menghonnati hak-hak tradisional yang

disebutkandiatasdiPasal 18Bayat(2).

Pada Bab V tentang Kewenangan Daerah Pasal 7 menjelas-
kansebagaiberikut;

1) Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh
bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik
luar negeri, pertahanan keamananan, peradilan, moneter dan
fiskal, agama, sertakewenangan bidanglain.

2) Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (),
meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan
pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana
perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga
perekonomian negara, pembinaan dan pember-dayaan sumber
daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta
teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi
nasional.

2. Hak Masyarakat Adat dalam Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945 Pasal 18Bayat(2), yangmemberikandasarkons-
titusional untuk pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan
dan hak-hak masyarakat adat, merupakan bagian sangat paling
pentingdaripenelitianini.Selainitu, dasarkonstitusionaliniharus
(1) bertahan, (2) sesuai dengan kemajuan masyarakat, (3) mengikuti
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan (4) diatur oleh
undang-undang. Karena menjadi dasar dari Undang-Undang Pokok
Agraria Nasional, kesatuan masyarakat adat ini diakui dan di-
hormati,danmerekamemilikihak hidupyangsetara.

Melalui kesederajatan ini, komunitas adat diberi kesempatan
untuk berkembang sebagai bagian dari sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) yang maju, sejahtera, dan moderen.
Padaumumnya, negara-negaradengan hukumkesejahteraan
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modern juga merupakan negara-negara dengan paham kesejahteraan
modern.

Sangat penting untuk membedakan ini dari pengakuan
kolektif yang diberikan oleh kolonialisme. Menurut Koninklijk
Besluit, yang diundangkan dalam Stbl. No.19 15-474, pemerintah
kolonial tidak bermaksud menghormati, tetapi membiarkan
kesatuan masyarakat adat tetap tradisional agar tidak mengganggu
kekuasaan kolonial Belanda. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 18 B
ayat (2), pengakuan dan penghormatan jelas menuntut agar
Masyarakat Adat diperbarui sesuai dengan perannya sebagai sub-
sistem modern dan maju dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selain itu, hak-hak konvensional diakui dan dihargai. Hak-hak
konvensional ini termasuk hak atas ulayat, keuntungan, hasil hutan,
tanah, dan sumber daya alam lainnya. Tidak perlu dikatakan bahwa
pengakuan dan penghormatan ini berarti hak tersebut tidak dapat
diganggu atau dikontrol. Untuk kepentingan bersama, negara atau
pemerintah berwenang mengatur berbagai hak adat. Mereka me-
lakukan hal itu tanpa mengganggu kepentingan masyarakat adat
yangterkaitdenganhaktersebut.

Hak-hak konvensional masih ada dan digunakan, dan prinsip
negara kesatuan mengizinkannya. Pembatasan ini bertujuan untuk
menghilangkan gagasan bahwa masyarakat tetap ada meskipun
telah dihapus atau berubah sepenuhnya. Initerutama karena masya- rakat
telah pindah ke bagian lain pemerintahan. Karena masyarakat adat
atau pemerintahan lainnya adalah bagian dari negara kesatuan, Papua
Barat tetap tunduk pada undang-undangnya. Sebenarnya, sejak
Hindia Belanda, masyarakat adat Indonesia sudah bermasalah
dengan sistem hukum Belanda. Ini dapat dilihat dari Pasal 1
Agrarisch Besluit, yang mengandung pernyataan dasar yang sangat
pentinguntuk pembangunandanpelaksanaan Hukum Administratif
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Hindia Belanda. Basis ini dianggap sebagai penghapusan hak rakyat
atastanahyangdilindungiolehhukumadat.

Masyarakat Papua Barat saat ini lebih termajinalkan karena
kurangnya perlindungan undang-undang terhadap hak-hak kons-
titusional mereka. Sebagian besar masyarakat adat Papua Barat
tidak ingin mempertahankan hak-haknya; mereka lebih suka men-
jauhkan diri ketika ada aktivitas yang melanggar hak-haknya,
seperti pertambangan dan perkebunan. Masyarakat Adat Papua
Barat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang
memenuhi keahlian mereka. Hak-hak masyarakat adat, yang
merupakan hukum masyarakat, harus diatur dalam peraturan per-
undang-undangan. Selain itu, hak-hak tersebut harus diatur oleh
hukum dasar. Akibatnya, kebijakan dan instrumen yang melindungi
dan memberdayakan komunitas adat tanpa menyingkirkan mereka
dariakarsosialdanbudayamerekayangaslidiperlukan.

Pada dasarnya, hak masyarakat adat adalah hak kolektif ter-
hadap segala sumber daya alam di wilayahnya, yang termasuk hak
ulayat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.
Kepentingan masyarakat baru dipertimbangkan ketika kepentingan
masyarakat dilecehkan, tidak seperti hukum Barat, di mana tujuan
utama adalah menjaga kepentingan individu. Negara Papua Barat
menerapkan amanat hukum dasar melalui berbagai peraturan
perundang-undangan yang melindungi dan mengakui hak masya-
rakat adat. Pemerintah pusat dan daerah tidak dapat mematuhi
amanat tersebut. Hingga saat ini, belum ada peraturan daerah,
gubernur, bupati, atau wali kota yang mengatur perlindungan dan
pemberdayaan masyarakat adat. Itu sulit karena ada banyak hukum
adat yang berlaku di Indoenesia. Oleh karena itu, dasar-dasar
pikirandan prinsip-prinsipyangmendorong hukumadatmeng-
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hasilkan hukum yang lebih spesifik yang diterapkan oleh
masyarakat.

Permasalahan yang sering terjadi antara pemerintah dan
masyarakat adat sebagai akibat dari kurangnya peraturan per-
undang-undangan di lapangan. Karena hak-hak atas tanah ulayat
yang telah dikuasai masyarakat adat secara turun temurun oleh
pihak luar, semua pihak pasti tidak ingin terjadi konflik sosial yang
bercorak kekerasan. Jika hak atas tanah ulayat diberikan kepada
industri, masyarakat adat harustetap diuntungkan. Sebab hukumadat
adalah hukum hidup, atau hukum yang mencerminkan cita-cita
keadilan masyarakat, hukum nasional dapat menerima aspirasi ini.
Oleh karena itu, pemerintah provinsi dan kabupaten harus me-
lindungi hak asasi manusia dengan menetapkan peraturan yang me-
lindungi dan memberdayakan masyarakat adat, serta mengikuti
peraturanpemerintahdanundang-undanglainnya.

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud pasti melin-
dungi kepentingan, harkat, dan martabat masyarakat adat sebagai
warga negara. Ada kemungkinan bahwa orang luar kurang me-
mahami bahwa masyarakat adat memiliki sistem kebudayaan yang
berbeda. Sepanjang sejarah, hak-hak ini telah menyediakan ber-
bagai potensi dan sumber daya yang sangat penting untuk kemajuan
negara. Proses penyelidikan dan analisis diperlukan untuk menentu-
kan apakah undang-undang yang berlaku saat ini masih relevan
dengansemangat Reformasi.

Proses pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat biasanya
membutuhkan bertahun-tahun. Pengakuan dimulai dengan peng-
akuan masyarakat adat oleh pemerintah kabupaten atau kota serta
aturan tentang cara perlindungan. Bupati atau walikota kemudian
membentuk panitia masyarakat adat untuk mengidentifikasi masya-
rakatadatdidaerahmereka, memverifikasidanmemvalidasi
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mereka, dan memberikan rekomendasi untuk mendirikan masya-
rakat adat. Peraturan Gubernur (Pergub) Papua Barat Nomor 25
Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Pengakuan Masyarakat
Adat dan Wilayah Adat dikeluarkan pada November 2021, untuk
mempersingkat proses yang panjang ini di Provinsi Papua Barat.
Dengan keputusan ini, Kabupaten dan Kota di Papua Barat tidak
lagi perlu membuat undang-undang mengenai cara melindungi dan
mengakuimasyarakatadat.

Menurut Bupati Sorong Selatan, Samsudin Anggiluli me-
ngatakanbahwa “baikmasyarakatmaupun pemerintah daerahsaatini
menyambut baik dengan adanya kegiatan sosialisasi Peraturan
Gubernur tentang Tata Cara Penetapan Pengakuan Masyarakat Adat
dan Wilayah Adat. Pada umumnya masyarakat setuju wilayahnya
sudah merencanakan pemetaan wilayah adat sebagai salah satu
dasar pengakuan wilayah, ada yang berjalan dengan baik, namun
ada pula yang masih jalan di tempat. Kabupaten Sorong Selatan
pernah menganggarkan Rp1,5 miliar yang diberikan ke dewan adat
untuk membuat pemetaan, tapi tidak jalan. Anggaran dana tersebut
yang diharapkan dapat membawa perubahan tidak dipergunakan
secaraoptimal”(Wawancara, 23Maret 2023).

Selanjutnya menurut Anton Dombret mengatakan bahwa
“Pemudayang datang mewakiliSuku Besar Arfak dan Suku Doreriyang
mendiami Kota Manokwari, berpandangan selain pengakuan wilayah
didaratan, pemerintah juga perlu memberikan kejelasan terhadap
wilayah pesisir. Karena beberapa suku di Papua Barat sangat
mengandalkan laut sebagai tempat untuk mencari pen- caharian,
seperti masyarakat dipesisir Manokwarisampai Teluk Wondama.
Masyarakat sangat berharap peraturan ini meng- akomodir
masyarakatpesisir(Wawancara, 24 Maret 2023).
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Selanjutnya menurut informan Dance Yulian Flassy mengata-
kan bahwa “Dengan adanya pengakuan wilayah masyarakat adat
tersebut, investasi ke daerah mereka tetap bisa masuk dengan tetap
menghormati hak-hak masyarakat adat dan menjaga lingkungan.
Masyarakat adat menaruh harapan agar bisa mengelola dan men-
dapatkan hasil dengan baik. Harapan tersebut agar dapat mengelola
danmendapatkan hasilkeuntunganuntukjangkawaktu20tahunyang
akan datang. Selain itu juga juga menaruh harapan agar pe-
merintah segera memberlakukan batas tanah negara dan tanah
ulayatdiTanahPapua(Wawancara,01April2023).

Selain itu menurut informan penelitian Filemon Ulimpa,
pemuda tokoh masyarakat dari Kampung Kwakeik Distrik Klayili di
Kabupaten Sorong mengatakan bahwa “Meminta pemerintah
daerah untuk lebih berfokus pada proses pengakuan wilayah adat.
Kondisi ini disebabkan, selama ini dana otonomi khusus lebih
banyak dihabiskan untuk pembangunan. Sedangkan perhatian ter-
hadap penetapanwilayahadatmasih kurang. Akibatnyasering ter- jadi
konflik antara masyarakat adat dengan investor yang masuk ke
wilayah mereka. Belum lagi konflik antarmarga yang wilayahnya
berbatasan. Harapan masyarakat dengan adanya Pergub ini,
pemerintah akan fokus. Sementara untuk proses pembangunan
sebaiknya ditunda dulu dan fokus kepada masyarakat adat
(Wawancara, 07 April 2023)

Selanjutnya informan Martinus Maga, salah satu tokoh dan
politisi sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi
Papua Barat Periode 2019-2022 mengatakan bahwa “Pengakuan
wilayah Masyarakat Adat di Papua Barat hendaknya difokuskan
pada tingkat pemerintahan daerah. Hal ini untuk menghindari pem-
borosandanaanggaranyangdisebabkanadanyaotonomikhusus
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yang cenderung dipergunakan pada aspek pembangunan semata,
sementara masalah hak ulayat masih belum diselesaikan secara
optimal. Upaya ini dilakukan untuk menghindari konflik diantara
Masyarakat Adat di Papua Barat dengan investor (Wawancara, 20
April2023).

Selain itu informan penelitian Jevries N. Kewetare, salah satu
tokoh dan politisi sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Sorong Selatan
Provinsi Papua Barat Periode 2019-2022 mengatakan bahwa
“Melalui pengakuan wilayah Masyarakat Adat diharapkan investasi
yang saat ini berlangsung tetap terjalin dan berkesinambungan serta
menciptakan iklim ekonomiyang sehat dengan menjunjung tinggi hak
dasardanmenghormatihakadatsertamenjagakelestarianling-kungan.
Masyarakat adat menaruh harapan besar agar mereka dapat terlibat
secaraoptimal, sehinggamampumendapatkanhasil ke-untungan
ekonomi, politik dan budaya dalam jangka waktu yang telah
ditentukan. Selain itu masyarakat lokal juga menaruh harapan kepada
pemerintah daerah dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat
agar segera memberlakukan batas tanah Negara dan batas tanah
ulayatdiwilayahPapuaBarat.(Wawancara, 21 April 2023).

Peraturan Perundang-Undangan Nasional berikut mengatur
perlindungan, pengakuan, dan eksistensi masyarakat adat serta
hukum adat yang berlaku di antara mereka. Walaupun pelak-
sanaannyamasih menjadi pertanyaan, terutama bagimasyarakatadat
yang belum beruntung, seperti masyarakat adat Papua Barat yang
belum mendapatkan hak-hak konstitusionalnya sepenuhnya. Hak
ulayat pada dasarnya diakui oleh hukum tanah nasional
Indonesia. Hak ulayat masyarakat adat diakui. Dengan persetujuan
masyarakat pemilik hak ulayat, Papua Barat berhak untuk mem-
pergunakanhakulayattersebutolehpihaklain.Hakulayat hanya
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diberikan jika masyarakat adat tersebut benar-benar ada. Persya-
rataninitidakmudahdipenuhi,danprosedurnyakurangdipahami.

Hukum Agraria Nasional Papua Barat ini didasarkan pada
hukum tanah adat yang sederhana dan dapat memberikan keamanan
hukum kepada semua warga Indonesia. Oleh karena itu, Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria dibuat untuk memastikan bahwa masyarakat adat masih
memilikihakatastanahadat. DalamPasal 2ayat(4) bahwa; Pasal 2
(4) Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya
dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan Masyarakat
Adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepen-
tingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Peme-
rintah.

Selanjutnya dalam pasal 3 menerangkan bahwa; Pasal 3
“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelak-
sanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-
Masyarakat Adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada,
Papua Barat sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan
nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta
tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-
peraturanlainyanglebihtinggi."

Pengakuan terhadap hukum adat dan hak ulayat dijamin
dalam Undang-Undang ini sepanjang menurut kenyataannya masih
eksis dan sesuai dengan kepentingan nasional dan tidak ber-
tentangan dengan sertaselaras dengan perundang-undangan diatas- nya.
Selama hukum adat dan hak ulayat masih ada dan bermanfaat bagi
negara, Undang-Undang ini memberikan pengakuan terhadap- nya.
Masyarakat Adat dianggap masih eksis apabila memenuhi salah
satudarikriteriaberikut:
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a. Hakulayatterhadapareatertentudenganbatastertentu.

bh. Masarakathukumadat memilikiotoritas untuk melakukan hal-hal
berikut:(1) mengatur penggunaandanpemeliharaantanah;
(2) mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang
dengan tanah; dan (3) mengatur dan menentukan hubungan
hukum antara orang dengan tindakan hukum yang berkaitan
dengantanah.

Faktanya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Per-
aturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Seperti yang terjadi pada
masyarakat hukum adat Papua Barat, masyarakat adat tidak men-
dapat manfaat darinya, tetapi hanya beberapa kelompok dan pihak.
Hukum adat Papua Barat tetap dihormati bahkan saat negara,
masyarakat, dan hukum dilindungi. Undang-undang ini juga meng-
akui bahwa adat istiadat adalah bagian dari identitas budaya bangsa.
Selama tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum yang ber-
pusat pada keadilan dan kesejahteraan, hukum adat dapat dihormati
dan dilindungi, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan. Kom-
ponen kepastian hukum sangat diperhatikan dalam asas negara
hukum. Ini berarti bahwa hukum adat yang mengatur suatu hal akan
diubah menjadi hukum negara tersebut jika nanti ada hukum
nasional yang mengaturnya. Tidak mudah untuk mengevaluasi ke-
berhasilan pelaksanaanundang-undangini.

3. Peraturan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Terkait DenganHak Masyarakat AdatdiPapuaBarat

Belum adanya undang-undang daerah yang mengatur ke-
wilayahan. Oleh karena itu, menata masyarakat berarti mengikuti
undang-undang yang ada sambil mempertahankan tradisi lokal yang
telah diwariskan dari generasi ke generasi. Peraturan Daerah
KhususNomorS9Tahun2019tentang PedomanPengakuan,
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Pelindungan, Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat di
Provinsi Papua Barat menunjukkan komitmen Provinsi Papua Barat
terhadap pemberdayaan masyarakat adat. Kehidupan yang lebih
sejahtera dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat dan
lembaga adat melalui perdasus ini. Namun, dalam praktiknya, tidak
sesuai dengan materi yang disertakan dalam Perdasus. Paradigma ini
pasti berdampak pada sistem hukumyang ada saatini, yang ber- fokus
pada produk hukum vyang lebih mengutamakan kepentingan
penguasa daripada kepentingan rakyat dan produk hukum yang
lebihmengutamakan kepentinganpemerintahdaerah.

Tanah ulayat adalah tanah yang dimiliki oleh suatu komu-
nitas hukum adat. Untuk kepentingan hidup persekutuan dan se-
luruh warganya, persekutuan hukum adat memiliki hak ulayat. Hak
ulayat meliputi tanah, air, pantai, tanaman (pohon), dan hewan liar.
Tanah ulayat dapat ditransfer dengan susah payah ke pihak lain.
Pindahtanganan harus mengikuti ketentuan adat. Kepastian hukum
akan tercapai apabila peraturan yang diterbitkan memenuhi per-
syaratan.

Pada pelaksanaannya, Peraturan Daerah Khusus Nomor 9
Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan, Pelindungan, dan Pem-
berdayaan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat di Provinsi Papua
Barat masih kurang efektif. Informasi yang dikumpulkan tentang
pelaksanaan hukum tertulis (Perdasus) tersebut menunjukkan bahwa
masyarakat adat sering dipertimbangkan untuk mendapatkan duku-
ngan, tetapi belum dianggap sebagai bagian yang harus berkembang
menjadi kekuatan yang lebih besar. Pemerintahan daerah yang baik
didefinisikan sebagai ketika kebijakannya konsisten dengan hukum
yang berlaku. Suatu negara yang baik ialah yang melaksanakan
konstitusinyadengankonsisten.
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Implementasi hukum adat akibat pengaruh luar yang semakin
kuat, pelaksanaanya cenderung melemah. Dalam contoh kasus,
tanah ulayat yang merupakan aset bersama Masyarakat Adat di-
berikan hak guna kepada investor. Akibatnya, aset Masyarakat Adat
berkurang. Ada sejumlah kondisi yang dianggap menghalangi pe-
laksanaan pengakuan hukum terhadap masyarakat adat, antara lain
yaitu:

1) Hutan negara adalah hutan nasional sesuai dengan Undang-
Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999. Departemen Kehutanan
memiliki masalah dengan hak ulayat karena hak ulayat bukan hak
milik.

2) Hak ulayat dapat dicabut melalui pembebasan dengan ganti
rugi, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 55
tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan Pem-
bangunan Untuk Kepentingan Umum. Untuk tanah hak ulayat,
ganti rugi dapat berupa pembangunan fasilitas umum atau
saranalainyang bermanfaatbagimasyarakat.

Dalam rangka mengoptimalkan pemberdayaan Masyarakat
Adat di Papua Barat, terutama pengakuan eksistensi Masyarakat
Adat, maka tujuan Perdasus sebagaimana yang tercantum dalam
Pasal 3 Peraturan Daerah Khusus Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengakuan, Pelindungan, Pemberdayaan Masyarakat Adat
danWilayah AdatdiProvinsiPapuaBaratadalah;

1) Memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan Masyarakat
Adat Papua beserta Hak Ulayat, Hak Tradisional dan Wilayah
Adatnya;

2) Melindungi hak dan memperkuat akses Masyarakat Adat Papua
Baratterhadaptanah, airdansumberdayaalam;
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3) Memberikan pelindungan dalam rangka penghormatan pelak-
sanaan kewenangan dalam Hak Ulayat, Hak Tradisional dan
Wilayah Adat MasyarakatAdat;

4) Membangun kemampuan Masyarakat Adat dalam melaksana-
kan kewenangan Hak Ulayat, Hak Tradisional dan Wilayah
Adat.

5) Meningkatkankesejahteraan Masyarakat Adat Papua;

6) Mewujudkan kebijakan pembangunan di daerah yang meng-
akui,menghormati, melindungihak Masyarakat Adat Papua;

7) Mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbasis kepada
pengakuan dan penghormatan terhadap hak Masyarakat Adat
Papuadanhukumadatnya.

Keputusan yang dibuat oleh pemerintah provinsi dan kabu-
paten terus menjadi lebih cepat karena semangat desentralisasi yang
sedangberlangsung. Kebijakan Nasional harus mendorong kebija- kan
Provinsi dan Kabupaten/Kota. Apabila arahan itu belum ter- sedia
pada tanggal 31 Desember 2000, pemerintah daerah masing- masing
dapat mengatur sesuai dengan keadaan. Berbagai undang- undang
dan peraturan mengatur kebijakan pemerintah daerah yang
mendukung masyarakat adat. Artikel 6 Peraturan Daerah Khusus
Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan, Pelindungan, dan
Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat di Provinsi Papua
Baratmenyatakan sebagai berikut:

1) Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
berkedudukan sebagaisubjek hukum.

2) Subjek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
komunitas suku, sub suku, keret dan marga yang berada dalam
Wilayah Adat DoberaydanWilayah AdatBomberay.

3) Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum sebagaimana
dimaksudpadaayat(2), Masyarakat Adat memiliki
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kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum berkaitan
dengan tanah, beserta sumber daya alam yang berada di dalam
WilayahAdatnya.

4) Perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk badan hukum atau
bentuklainyangdiakuiolehperaturanperundang-undangan.

Oleh karena itu, masyarakat adat mulai merasa lebih baik
setelah pemerintah pusat dan pemerintah daerah menerapkan ke-
bijakan untuk mengembalikan hak-hak konstitusional mereka.

Namun, banyak daerahmasih mengabaikan rakyatnya.

C. Faktor yang Memengaruhi Perlindungan dan Pengakuan
HakUlayat

Hak-hak masyarakat adat semakin diakui secara global,
selain yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan nasional.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meluncurkan Masyarakat Adat
pada tahun 1993. Ini adalah hasil dari sejumlah konvensi global
yang menekankan betapa pentingnya bagi pemerintah negara-
negara anggota PBB untuk segera memberdayakan masyarakat adat.
Oleh karena itu, penulis akan menguraikan faktor-faktor yang mem-
berikan pengakuan terhadap perlindungan sebagai kebijakan peme-
rintah terhadap hak ulayat sebagai hak masyarakat adat di Papua
Barat,yangakandibahasdalampembahasanberikut.

a. Masyarakat Adat didukung Faktor Genealogi dan Territori
Masyarakat Adat dapatdibagimenjadiduakelompokber-
dasarkan dasar susunannya. Pertama berdasarkan hubungan
genealogis (keturunan), kedua berdasarkan lingkungan, wilayah,
atau daerah territorial. Terdapat susunan campuran yang didasarkan
pada kedua dasar tersebut, yaitu genealogis-teritorial atau sebalik-

nya.Masyarakat Adatyangberstrukturgenealogis memiliki
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anggota yang percaya bahwa mereka terikat dalam suatu ikatan dan
berasal dari satu keturunan yang sama. Masyarakat Adat yang ber-
struktur teritorial adalah masyarakat Adat yang anggotanya merasa
bersatu dan ikatan dengan tanah tempat tinggalnya. lkatan darah
antara anggota masyarakat adat dengan wilayah yang mereka
tinggali secara keturunan merupakan dasar yang menyatukan
anggota masyarakat ini. Ikatan ini berfungsi sebagai inti dari asas
teritorialyangdikenalsebagai “mama”.

Sebelum diubah, UUD 1945 tidak menjelaskan secara
eksplisit apa artinya masyarakat adat. Pasal 18 UUD 1945 hanya
menyatakan bahwa volksgemenschappen adalah salah satu jenis
daerah istimewa yang hak asal-usulnya harus dihormati. Dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdapat
sekitar 250 Desa Otonom/Desa Adat (zelfesturende landchappen) dan
volksgemenschappen, termasuk desa di Jawa dan Bali, negeri di
Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya.
Daerah-daerah ini dapat dianggap sebagai daerah istimewa karena
memiliki struktur asli. Setiap peraturan nasional yang berkaitan
dengan daerah-daerahistimewatersebutakan mempertahankan hak- hak
asal-usul daerah tersebut dan negara Republik Indonesia meng-
hormatistatus mereka.

Secara deklaratif, dalam amandemen konstitusi, Masyarakat
Adat diakui dan dihormati sebagai subjek hukum oleh Pasal 18B
ayat (2) Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 yang berbunyi:
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat
Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diatur dalam UU.”
Menurut Thontowi, hak tradisional adalah hak khusus atau istimewa
yangdimilikiolehsuatukomunitas masyarakatatasadanyakesama-
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an asal usul (geneologis), kesamaan wilayah dan obyek adat lain-
nya, hak atas tanah ulayat, sungai, dan hutan. Ini menunjukkan
bahwa wilayah adat telah diakui oleh konstitusi sebagai hak tra-
disional yang dimiliki oleh masyarakat adat Papua Barat. Sejak ke-
merdekaan hingga saat ini, pengakuan terhadap masyarakat adat di
Indonesia telah dilakukan dalam empat fase. Pertama, setelah
Indonesia menjadi negara merdeka pada tahun 1945, pendiri negara
tersebut membuat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur
pengakuanmasyarakatadat.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa di
Indonesia terdapat sekitar 250 daerah-daerah dengan susunan asli
(zelfbesturende, volksgemeenschappen), seperti marga, desa, dusun
dan nagari, hal ini merupakan bentuk pengakuan dari Undang-
Undang Dasar 1945 yang tidak terdapat dalam kontitusi-konstitusi
yang pernah berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Dasar
RepublikIindonesiaSerikatdan UUDS.

Kedua; Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1960 Tentang
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ditetapkan pada tahun
1960, mengakui masyarakat adat. Pengakuan masyarakat adat dan
hak ulayat dilakukan sepanjang masih ada, sesuai dengan
kepentingan negara, dan selaras dengan perundang-undangan di
atasnya. Konsep pengakuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria
(UUPA) adalah konsep pengakuan yang disyaratkan, yang mem-
bedakannya dari konsep pengakuan dalam Undang-Undang Dasar
1945.

Ketiga; Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1967 tentang
Kehutanan dan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 1966 tentang
Pertambangan adalah beberapa contoh undang-undang yang dibuat
pada awal period Orde Baru yang berkaitan dengan hak-hak masya-
rakatadatdantanah. KeduaUndang-Undanginimengatur hak-hak
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Masyarakat Adat selama mereka masih ada. Selanjutnya, setiap per-
aturan perundang-undangan yang dibuat selama Orde Baru harus
diakui jika memenuhi syarat-syarat berikut: (1) masih ada; (2) tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional; (3) tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan (4) di-
tetapkan oleh peraturan daerah, konsep yang dikenal sebagai peng-
akuan bersyarat berlapis. Pada dasarnya, untuk diakui sebagai
masyarakat adat, mereka harus memenuhi persyaratan sosiologis,
politis, normatif yuridis, dan prosedural yang telah ditetapkan oleh
Peraturan Daerah. Oleh karena itu, pengakuan tidak memberikan
kebebasan kepadamasyarakatadat, tetapimemberikan batasan.
Keempat; setelah reformasi, Undang-Undang Dasar 1945
diamandemen. Pada tahun 2000, amandemen kedua menetapkan
pengakuan masyarakat adat dan hak-haknya. Berdasarkan pasal 18B
ayat(2) Undang-Undang Dasar 1945AmandemenKedua, pasal41Tap.
MPR Nomor. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia II.
Piagam HAM, pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dan ketentuan Undang-
Undang lain yang terkait, dapat disimpulkan bahwa pengakuan
terhadap masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya selama
reformasi tetap dilakukan dengan cara yang sama dengan Orde
Baru.
b. Otonomi Khusus dan Peraturan Daerah Khusus di Papua Barat
MenurutPasal 18 Bayat(2) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945, negara harus mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan Masyarakat Adat dan hak-hak tradisionalnya se-
panjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam
Undang-UndangDasar1945. Initerkaitdengankeharusan peng-
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akuan hak-hak Masyarakat Adat atas tanah dan sumber daya alam
Indonesia.

Ketentuan ini memberikan posisi konstitusional Masyarakat
Adat dalam hubungannya dengan negara, landasan konstitusional
bagi penyelenggara negara untuk memperlakukan Masyarakat Adat,
dan mandat konstitusional yang harus dipenuhi oleh penyelenggara
negara untuk memastikan pengakuan dan penghormatan undang-
undang atas keberadaan Masyarakat Adat. Terdapat tiga syarat dan
kriteriayang menentukanapakah hak ulayat masihadaatautidak ada:
adanyaMasyarakat Adat,adanyahakulayat,danadanyatatanan
adatyangberlaku dan dipatuhi oleh Masyarakat Adat untuk mengelola,
menguasai, dan using tanah ulayat. Pemerintah daerah melibatkan
para pakar adat, masyarakat adat yang ada di daerah yang
bersangkutan, lembaga swadaya masyarakat, and lembaga yang
mengelola sumber daya alam untuk melakukan penelitian dan
penentuan masih adanya hak ulayat. Dengan menambahkan tanda
kartografi pada peta dasar pendaftaran tanah dan, apabila memung-
kinkan, menggambarkan batas-batas tanah, Anda dapat mencatat
tanahtersebutdalamdaftartanah.

Oleh karena itu, keberhasilan peraturan pengakuan hak ulayat
tergantung pada upaya pemerintah daerah untuk melakukan pene-
litian sebagai dasar untuk menentukan keberadaan hak ulayat di
wilayah tersebut. Dalam proses ini, pihak-pihak yang berkepen-
tingan harus dilibatkan untuk memastikan bahwa hasil penelitian
tersebut objektif. Karena kebijakan pertanahan tersebut berfungsi
sebagai pedoman, dan hak ulayat masing-masing daerah memiliki ciri-
ciri unik, peraturan daerah masing-masing daerah dibuat untuk
melaksanakan kebijakan hak ulayat tersebut. Peraturan ini dibuat
dengan mempertimbangkan unsur-unsur lokal dan budaya yang ada
dantumbuhdalammasyarakatadatyangbersangkutan.
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Sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999,
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah membuatnya lebih kuat. Negara mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan Masyarakat Adat beserta hak tradisionalnya se-
panjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat
danprinsipNegaraKesatuanRepublikIndonesia, kata Pasal 2 ayat
(9) UU Nomor 32 Tahun 2004. Dalam ketentuan tersebut, per-
syaratan yang tercantum dalam ayat (2) Pasal 18 B UUD 1945 di-
uraikan. Hal ini penting karena konstitusi berfungsi sebagai dasar
hukum tertinggi untuk semua undang-undang di Indonesia, se-
hingga jika undang-undang mengingkari hak-hak masyarakat adat,
undang-undang tersebut dibatalkan. Hak-hak masyarakat adat ter-
sebut harus dilaksanakan jika Negara Kesatuan Republik Indonesia
tetapstabil.

Pemerintah daerah kabupaten dan kota diberikan otonomidan
otoritas untuk menangani masalah pertanahan berdasaekan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hal Ini memberikan
kesempatan untuk melindungi dan mengakui hak ulayat atas tanah
masyarakat adat. Undang-undang sebelumnya kemudian diikuti
oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, yang membagi
tanggung jawab pemerintah antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan
pemerintahdaerahkabupaten/kota.

Pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab atas
penetapan tanah ulayat, menurut Lampiran Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007. Ini termasuk membentuk panitia peneliti,
melakukan penelitian dan mengumpulkan temuan, mengadakan
dengar pendapat umum tentang masalah penetapan tanah ulayat,
dan menyelesaikan masalah tanah ulayat melalui perundingan dan
kesepakatan. Hak ulayat masyarakat adat harus dihormati, diakui, dan
dilindungiolehnegaraberdasarkankewenangantersebutdan
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sesuai dengan ketentuan yang disebutkan sebelumnya. Negara juga
harus memperhatikan kepentingan umum negara. Perundang-
undangan yang sudah ada harus digunakan sebagai dasar untuk
melindungidanmengakuihak ulayatdiwilayahnya.

Pada tingkat empiris, keadaan tersebut tidak meningkatkan
kehidupan Masyarakat Adat, malah membuatnya lebih buruk.
Dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi dan modernisasi, ber-
bagai kebijakan pemerintah tidak mengakui, menghormati, atau me-
lindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah. Sebaliknya, ke-
bijakan-kebijakan ini cenderung memberikan hak yang lebih besar
kepada pemilik modal dan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan,
yang pada gilirannya menyebabkan konflik dan sengketa per-
tanahanyangseriusdanseringkalimengakibatkankorbanjiwa.

Hak ulayat terkait erat dengan masyarakat adat karena hak
ulayat merupakan hak dan tanggung jawab yang dimiliki masya-
rakat adat. Masyarakat adat tidak sebanding dengan masyarakat
umum. Masyarakat Adat muncul secara alami di wilayah tertentu,
tidak diatur atau diatur oleh otoritas tingkat atas, dan memper-
gunakan kekayaan untuk kepentingan sesama Masyarakat Adat. Ini
berbeda dengan masyarakat, yang menetapkan, mengikat, dan
tunduk padahukumnyasendiri.

Hak ulayat ini berlaku untuk semua tanah di wilayah
masyarakat yang bersangkutan, baik yang sudah dimiliki oleh
seseorang atau tidak. Masyarakat Adat adalah subjek hak ulayat ini.
Masyarakat Adat adalah kelompok orang yang memiliki kesamaan
tempat tinggal (teritorial) dan keturunan (genealogis). Mereka di-
kenal dengan berbagai nama lokal, seperti suku, marga, dati, dusun,
nagari, dan sebagainya. Hak ulayat tidak berlaku untuk ketua atau
tetua adat yang diberikan pelimpahan wewenang oleh masyarakat
adatyangbersangkutan, menurutketentuanadatnyabukanlah
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subjek hak ulayat; sebaliknya, adalah petugas masyarakat adatnya
untukmelaksanakanwewenangyangberkaitan denganhakulayat.

Ada tiga faktor yang dapat digunakan untuk menentukan
apakah hak ulayat masih ada: (1) adanya masyarakat adat yang me-
menuhi syarat sebagai subjek hak ulayat; (2) adanya tanah atau
wilayahdenganbatastertentusebagaitempattinggalyangmerupa-kan
subjek hak ulayat; dan (3) adanya kewenangan masyarakat adat untuk
melakukantindakantertentuyangdisebutkandiatas.

Apabila keseluruhan kriteria dipenuhi maka dapat menentu-
kan apakah hak ulayat dalam suatu Masyarakat Adat masih ada atau
tidak. Apabila Masyarakat Adat masih memiliki tanah atau wilayah,
hak ulayat mereka dianggap tidak ada lagi. Hak ulayat dianggap
hilang dan tidak dapat diperbarui. Ada hak ulayat dalam adat. Ini
karena hak ulayat dikelola dan dikelola sesuai dengan sadat masing-
masing wilayah. Hal ini menyebabkan pengaturan hak ulayat
berbeda antara daerah. Dengan demikian, situasi ini menyebabkan
keragaman dalam Hukum Adat, yang berdampak tidak langsung
pada pertanahan karena hak ulayat merupakan hak untuk menguasai
tanahataumerupakanhakmilikadat.

Hak ulayat yang ada di Papua juga diakui oleh Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Hak
ulayat, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 huruf S, adalah
hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat adat tertentu atas
suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup mereka,
yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, air, dan isinya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 38 ayat (2)
Undang-Undang Otonomi Khusus menyatakan bahwa usaha
perekonomian yang memanfaatkan sumber daya alam harus
dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat,
memberikanjaminankepastian bagi pengusaha, danmemastikan
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pembangunan berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan
Perdasus. Ini menunjukkan pengakuan terhadap hak ulayat di
Papua.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah harus meng-
imbangi kepentingan untuk melindungi hak ulayat dan memberikan
jaminan kepada pengusaha. Pasal 43 Undang-Undang Otonomi
Khusus juga mendukung pengakuan Pemerintah Provinsi Papua ter-
hadap hak ulayat Masyarakat Adat di Papua, karena pasal tersebut
membahasperlindunganhak-hakmasyarakatadat.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Otonomi Khusus
mengembalikan hak-hak dasar orang asli Papua dengan mengatur
berbagai masalah pembangunan, termasuk ekonomi, sosial, politik,
danbudaya. Dalam penjelasan, Undang-Undang OtonomiKhusus juga
memberikan kepada Provinsi Papua dan penduduk Papua
kewenangan untuk bertindak sebagai bagian dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Akibatnya, pemerintah Provinsi Papua
diharapkan dapat memaksimalkan kekayaan Papua, termasuk
memanfaatkan potensi sosial dan budaya Papua Barat. Diharapkan
masyarakat adat Papua akan memiliki peran yang lebih besar dari
pemerintah Provinsi Papua Barat.

Dari perspektif yuridis di atas, masyarakat adat Papua mem-
peroleh peran penting dalam pembangunan Provinsi Papua Barat.
Selama ini, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam Provinsi
Papua Barat belum dilakukan secara efektif untuk meningkatkan
taraf hidup masyarakat adat, yang telah menyebabkan kesenjangan
antara Provinsi Papua Barat dan negara lain serta pengabaian hak- hak
fundamental penduduk asli Papua Barat. Hak untuk hidup yang layak,
hak untuk bekerja, dan hakuntukmenyampaikan pendapat adalah hak
dasar.Hakdasariniterkaitdengan hak masyarakat adat untuk memiliki
sumberdayaalam,termasuk hak ulayat.
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Dalam Undang-Undang Otonomi Khusus, ada beberapa ke-
tentuan untuk menjelaskan bagaimana Pemerintah Provinsi Papua
Barat harus mempertimbangkan hak ulayat masyarakat adat Papua
Barat dalam proses pengembangan wilayah, terutama yang ber-
kaitan dengan pemanfaatansumber dayaalam.Menurut Pasal 64 ayat
(1) Undang-Undang Otonomi Khusus, Pemerintah Provinsi Papua
Barat bertanggung jawab untuk melindungi sumber daya alam,
baik hayati maupun non-hayati, dengan mempertimbangkan hak
ulayat milik masyarakat adat. Selain itu, pemerintah Provinsi Papua
Barat harus menyelidiki apakah kesejahteraan penduduk telah
dipertimbangkan saatmenggunakansumberdayaalamter-sebut.

Menurut UU Otsus, Majelis Rakyat Papua (MRP) harus di-
bentuk untuk mempertahankan hak-hak masyarakat asli Papua.
MRP memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak ulayat
masyarakat adat Papua. Salah satu tanggung jawabnya adalah me-
nyarankan, mempertimbangkan, dan menyetujui rencana kerjasama
antara pemerintah dan pemerintah provinsi dengan pihak ketiga di
Papua, terutama yang berkaitan dengan melindungi hak asli orang
Papua. Selain itu, tujuan MRP adalah untuk menyampaikan
aspirasi, pengaduan, dan kebutuhan masyarakat adat, umat ber-
agama, kaum perempuan, dan masyarakat umumnya terkait hak-hak
masyarakatasliPapua danmemfasilitasi prosestindaklanjut.

Hak Ulayat Masyarakat Adat dan Hak Perorangan Warga
Masyarakat Adat Atas Tanah diatur dalam Peraturan Daerah
Khusus Barat Nomor 23 Tahun 2008 oleh Pemerintah Provinsi
Papua Barat. Perda Hak Ulayat ini dibuat untuk mengakui dan me-
lindungi hak ulayat masyarakat adat oleh pemerintah provinsi.
Dengan adanya Perda Hak Ulayat ini, diharapkan peran masyarakat
adatdalampembangunan Papuaakansemakindiperhatikan.
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Namun, isi Perda Hak Ulayat ini memiliki banyak kejanggalan ter-
kait dengan keberadaan masyarakat adat Papua dan hak ulayat
mereka. Hak ulayat masyarakat adat Papua mungkin terancam oleh
beberapa pasal dalam Perda Hak Ulayat. Seolah-olah eksistensi
masyarakat adat Papua dan hak-haknya harus diakui oleh Peme-
rintah Provinsi Papua, menurut ketentuan Perda Hak Ulayat.
Menurut Perda Hak Ulayat, keberadaan hak ulayat masyarakat adat
Papuadidasarkanpadatemuan penelitian.

Selain itu, pemerintah sering berperilaku tidak adil terhadap
Masyarakat Adat dengan mengambiltanah mereka tanpa melaku-kan
pelepasan yang disepakati oleh masyarakat adat. Ini biasanya
dilakukan oleh pemerintah untuk memberi perusahaan kewenangan
untuk mengelola tanah ulayat. Namun, masyarakat adat setempat di- beri
hak ulayat untuk memanfaatkan tanah yang mereka tempati untuk
kepentingan mereka sendiri. Inilah yang menyebabkan
masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya pada tanah ini ke-
hilangan sumber pendapatannya. Selain itu, pemerintah sering
menggunakan alasan demi kepentingan umum saat menggunakan
tanah ulayat masyarakat adat Papua. Hal ini bertentangan dengan
Pasal 43 Undang-Undang Otonomi Khusus, yang menetapkan
bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat bertanggung jawab untuk
mengakui dan memperluas hak-hak masyarakat adat. Tidak jarang
pemerintah menolak untuk memberikan ganti rugi adat kepada
masyarakatadatterkaitpemanfaatantanahulayat.

Secara umum, orang yang menghadapi masalah hak ulayat
sering berada dalam posisi dilematis. Dibandingkan dengan meng-
gunakan hukum positif, seperti using sistem tanah bersertifikasi,
hak ulayat di Papua Barat lebih banyak digunakan dalam penye-
lesaian masalahtanah. Sistem pertanahanyangdisertifikasisering
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digugat oleh masyarakat adat. Pada sisi lain, masalah ini menjadi- kan
hakulayatsebagaipenghalangkemajuanPapua.

Investor percaya bahwa kepemilikan tanah konvensional
sering menyebabkan lingkungan investasi yang tidak menguntung-
kan. Ironisnya, sebagai pemangku kepentingan dalam proses pem-
bangunan dan sebagai penjaga eksistensi masyarakat adat, peme-
rintah sering melakukan tindakan yang tidak efektif, Pemerintah
dan pihak ketiga yang berwenang untuk memanfaatkan tanah ulayat
sering menganggap ketika masyarakat adat menerima kompensasi
atas pembebasan tanah, masalah telah diselesaikan. Kesejahteraan
dan masa depan masyarakat adat sering kali diabaikan oleh peme-
rintah.

Berbeda-bedanya metode penyelesaian yang digunakan di
setiap tanah ulayat merupakan kendala lain dalam penyelesaian
sengketa hak ulayat yang ada di Papua. Sebagai contoh, suku-suku di
wilayah pantai memiliki cara yang berbeda untuk menyelesaikan
tanah ulayat daripada suku-suku di wilayah gunung. Ini membuat
memberikan standar yang sama untuk penyelesaian hak ulayat sulit.
Selain itu, Masyarakat Rakyat Papua (MRP), yang seharusnya
mewakili aspirasi masyarakatadat Papua, tak melakukan banyak hal
dalam proses penyelesaian sengketa hak ulayat antara peme- rintah
dan masyarakat adat Papua. Kondisi ini disebabkan oleh aturan
adat yang ketat saat ini. Mayoritas anggota MRP tidak me- miliki
posisi yang signifikan dalam struktur masyarakat adat.
Akibatnya, Masyarakat Rakyat Papua (MRP) tidak dapat melaku-
kan banyak hal ketika mereka harus berhadapan dengan kepala suku
atau ketua adat karena posisi mereka yang rendah di struktur
masyarakatadat.

Penyebab utama masalah hak ulayat di Indonesia dan Papua
adalahtidakadanyasinkronisasiaturanyangberkaitan dengan per-
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lindungan hakulayat masyarakat adat. Akibatnya, agar hak ulayattidak
dilecehkan, wewenang negara untuk mengatur pengambilan sumber
daya alam (SDA) seharusnya dibatasi oleh hak-hak masya- rakat adat,
termasuk hak ulayat. Negara tidak dapat memberikomu- nitas adat hak
atas tanah atau hak lainnya. Selain itu, negara tidak dapat mengambil
SDA yang ada di wilayah masyarakat adat tanpa izin masyarakat adat.
Namun demikian, kepentingan nasional harus tetap mengatur hak
ulayat.

Menurutinforman penelitian Samsudin Anggilulimengata-kan
bahwa “Dalam proses pembentukan Provinsi Papua Barat,
masyarakat adat Papua mendapat tempat yang sangat penting. Hasil
kekayaan alam Provinsi Papua Barat belum dimanfaatkan untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat adat, yang menyebabkan
perbedaan antara Provinsi Papua Barat dengan daerah lain di
Indonesia. Efek tambahan dari mengabaikan hak-hak dasar pen-
duduk asli Papua Barat. Hak dasar yang dimaksud adalah hak untuk
menyampaikan pendapat, pekerjaan, dan kehidupan yang layak.
melalui hak dasar ini yang berkaitan dengan hak Masyarakat Adat
untuk memiliki sumber daya alam, termasuk hak ulayat mereka”
(Wawancara, 23 Maret 2023).

Selanjutnya menurut Anton Dombret mengatakan bahwa
“UU Otsus bertujuan untuk mengoptimalkan Majelis Rakyat Papua
(MRP) untuk melindungi hak-hak masyarakat asli Papua. MRP
memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak ulayat masyarakat
adat Papua. Salah satu tanggung jawabnya adalah menyarankan,
mempertimbangkan, dan menyetujui rencana kerjasama antara pe-
merintah pusat dan daerah serta dengan pihak ketiga di Papua Barat,
khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak Asli Orang
Papua (OAP). Selain itu, tujuan MRP adalah untuk menyampaikan
aspirasi, pengaduan, danmasyarakat adat, umatberagama, perem-
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puan, dan masyarakat umumnya terkait hak-hak masyarakat asli
Papua dan memfasilitasi tindakan lanjutan” (Wawancara, 24 Maret
2023).

Selanjutnya menurut Dance Yulian Flassy mengatakan
bahwa “Pada kenyataannya isi dari Perda Hak Ulayat ini memiliki
banyak kejanggalan berkaitan dengan eksistensi masyarakat adat
Papua dan keberadaan hak ulayat masyarakat. Beberapa pasal di
dalam Perda Hak Ulayat cenderung merugikan keberadaan hak
ulayat masyarakat adat Papua. Ketentuan di dalam Perda Hak
Ulayat seakan-akan memosisikan eksistensi masyarakat adat Papua
dan hak-haknya sebagai sesuatu yang harus mendapat pengakuan
dari Pemerintah Provinsi Papua. Aturan dalam Perda Hak Ulayat
mengharuskan keberadaan hak ulayat masyarakat adat Papua di-
dasarkan pada hasilpenelitian(Wawancara, 01 April 2023).

Selain itu informan penelitian Filemon Ulimpa, mengatakan
bahwa “Pemerintah seringkali tidak adil terhadap masyarakat adat
ketika mereka mengambil tanah mereka tanpa melalui proses pe-
lepasan secara adat. Selain itu, pemerintah memberi perusahaan we-
wenanguntukmengelolatanahulayat.ldealnya, hak ulayatdiberi-kan
kepada masyarakat adat lokal untuk memiliki kemampuan untuk
mengelola tanah yang mereka tempati untuk kepentingan eko-
nomi mereka sendiri. Inilah yang menyebabkan masyarakat adat
yang menggantungkanhidupnyapadatanahinikehilangansumber
pendapatannya. Selain itu, pemerintah sering menggunakan alasan
demi kepentingan umum untuk menguasai tanah ulayat
masyarakatadat Papua(Wawancara, 07 April 2023).

Selanjutnya informan Martinus Maga, mengatakan bahwa
“Seringkali, masalah hak ulayat berada dalam posisi dilematis.
Digunakan lebih sering dalam penyelesaian masalah tanah, seperti
menggunakansistemtanah bersertifikat, karenahak ulayatyang
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berlaku di Papua Barat. Masyarakat Adat sering mengklaim sistem
pertanahan yang bersertifikat, tetapi pada satu sisi, situasi dilema ini
menjadikan hak ulayat sebagai penghalang kemajuan di Papua
Barat. Investor percaya bahwa kepemilikan tanah konvensional
sering menyebabkan lingkungan investasi yang tidak menguntung-
kan. Ironisnya, sebagai pemangku kepentingan dalam proses pem-
bangunan dan sebagai penjaga eksistensi masyarakat adat, peme-
rintah sering melakukan tindakan yang tidak efektif. Pemerintah
dan pihak ketiga yang berwenang untuk memanfaatkan tanah ulayat
sering menganggap ketika masyarakat adat menerima kompensasi
atas pembebasan tanah, masalah telah diselesaikan. Kesejahteraan
dan masa depan masyarakat adat sering kali diabaikan oleh peme-
rintah” (Wawancara, 07 April 2023).

Selain itu informan penelitian Jevries N. Kewetare, mengata-
kan bahwa “Salah satu tantangan tambahan dalam penyelesaian
sengketa hak ulayat yang ada di Papua adalah perbedaan metode
penyelesaian yang digunakan di setiap tanah ulayat. Ini dapat terjadi
selama proses penyelesaian tanah ulayat antara suku-suku yang
tinggal di wilayah pantai dan suku-suku yang tinggal di wilayah
gunung. Mungkin sulit untuk menetapkan standar yang sama untuk
penyelesaian hak ulayat karena kondisi ini. Di samping itu, MPR
yang seharusnya mewakili aspirasi masyarakat adat, tidak banyak
bekerja dalam proses penyelesaian sengketa hak ulayat antara
pemerintah dan masyarakat adat. Kondisi ini disebabkan oleh aturan
adat yang ketat saat ini. Mayoritas anggota MRP tidak memiliki
posisi yang signifikan dalam struktur masyarakat adat. Akibatnya,
ketika Masyarakat Rakyat Papua (MRP) harus berhadapan dengan
kepala suku atau ketua adat, Masyarakat Rakyat Papua (MRP) tidak
dapat melakukan banyak hal karena posisi mereka yang rendah di
dalamstrukturmasyarakatadat” (Wawancara, 20 April 2023).
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Pemerintah daerah Papua dan Papua Barat mengeluarkan
Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 23 Tahun 2008 untuk
melindungi eksistensi Masyarakat Adat dan hak ulayatnya. Perdasus
ini harus mengacu pada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua
Barat karena merupakan hasil dari Undang-Undang Otonomi
Khusus Papua. Namun, faktanya adalah bahwa Pasal-Pasal Per-
aturan Daerah Khusus Nomor 23 Tahun 2008 menguraikan, mem-buat
definisi baru, mengubah status hak, dan membahayakan kepe-
ntingan Orang Asli Papua (OAP) melampaui apa yang diatur dalam
Undang-Undang acuannya. Peraturan Daerah Khusus (Perdasus)
Nomor23Tahun 2008 berbunyisebagaiberikut:

a) Pemerintah Daerah mengakui keberadaan hak ulayat Masya-
rakat Adat dan atau hak perorangan warga Masyarakat Adat
atastanah.

b) Pengakuan terhadap hak ulayat Masyarakat Adat dan atau hak
perorangan warga Masyarakat Adat atas tanah dimaksud pada
ayat(1) harusdidasarkanatashasil penelitian.

Pasal 3 Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor. 23
Tahun2008 menyatakan:

a) Keberadaanhakulayat Masyarakat Adat danatauhak perorang-an
warga Masyarakat Adat atas tanah didasarkan atas hasil
penelitiandikabupaten/kotadidaerah.

b) Penelitian untuk menentukan ada atau tidak adanya hak ulayat
Masyarakat Adat dan atau hak perorangan warga Masyarakat
Adat atas tanah dalam wilayah kabupaten/kota dilakukan oleh
suatu panitia peneliti yang terdiri dari; (1) para pakar; (2)
lembaga adat/tetua adat atau penguasa adat yang berwenang
atas hak ulayat dan atau hak perorangan warga dari Masyarakat
Adatyangbersangkutan;(3)PejabatdariBadan Pertanahan
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Nasional Republik Indonesia; (4) Pejabat dari bagian kantor
bupati/walikota; dan(5) Pejabat dariinstansiterkaitlainnya.

c) Panitia peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan
penelitian padawilayah Masyarakat Adat tertentu sesuaidenganyang
ditetapkanolehpemerintahkabupaten/kota.

d) Susunan keanggotaan panitia peneliti sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan wilayah yang akan diteliti sebagaimana di-
maksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/
walikota.

e) Susunan keanggotaan panitia peneliti sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan wilayah yang akan diteliti meliputi lintas
kabupaten/kotaditetapkandengankeputusangubernur.

Selanjutnya, Pasal 6 Peraturan Daerah Khusus (Perdasus)

Nomor 23 Tahun 2008 mengatur hak ulayat dan hak pribadi warga

Masyarakat Adat atas tanah. Menurut Pasal 6 ayat 1 Perdasus,

“bupati/walikota dan atau gubernur menetapkan ada atau tidak

adanya hak ulayat Masyarakat Adat dan atau hak perorangan warga

Masyarakat Adat atas tanah dengan keputusan”. Selanjutnya, ayat 1

Pasal 8 menyatakan bahwa jika bupati, walikota, atau gubernur

membuat keputusan yang menetapkan bahwa hak ulayat atau hak

perorangan warga Masyarakat Adat atas tanah tetap ada, maka

Masyarakat Adat dan atau perorangan warga Masyarakat Adat yang

bersangkutanakan memilikiwewenangberikut.

a) Melaksanakan pengelolaan hak ulayat Masyarakat Adat dan
atau hak perorangan warga Masyarakat Adat atas tanah sesuai
denganMasyarakat Adatyangbersangkutan.

b) Melakukan musyawarah dengan pihak ketiga diluar warga
Masyarakat Adat yang memerlukan tanah untuk berbagai
kepentingan.
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c) Menyerahkan sebagian atau seluruh hak ulayat kepada warga
untuk dikuasai oleh masingmasing warga sebagai hak per-
orangan.

Menurut Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 23
Tahun 2008, identitas komunitas dan hak adat atas tanah hanya
dapat diakui dengan persetujuan gubernur (kepala daerah atau
pemerintahan). Pemerintah menunjuk komunitas masyarakat adat
Orang Asli Papua (OAP), yang sudah ada sejak Undang-Undang
Dasar 1945, Undang-Undang Agraria 1960, dan Undang-Undang
Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat, sebagai seolah-olah
mereka adalah pendatang baru yang perlu diakui dan ditempatkan di
wilayahtersebut.

Oleh karena itu, pengakuan yang mengarah pada penetapan
pemerintah (misalnya, bupati, walikota, ataugubernur) didahuluioleh
sejumlah penelitian yang dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh
pemerintah. Pemerintah memegang kendali atas apakah masya- rakat
adat memiliki hak ulayat di lokasi yang diteliti oleh tim,
meskipun tidak secara tegas disebutkan bahwa mereka memiliki
otoritasuntukmenolak penetapan keberadaan masyarakatadat. Halini
berpotensi merusak kepentingan asli orang Papua. Namun, Orang
Asli Papua (OAP) telah membuat peta untuk melindungi hak mereka
atas wilayah dan tanah adat mereka. Masalahnya adalah, apakah
masyarakat adat akan diberi hak untuk memiliki tanah oleh
pemerintah daerah? Memang benar bahwa orang asli Papua adalah
pemilik tanah Papua, masih ada perjuangan untuk mengakui hak
adatini.
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Bab4
Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data mengenai
implementasi kebijakan perlindungan serta pengakuan hak ulayat
dalam Masyarakat Adat di wilayah Papua Barat, maka di simpulkan
sebagaiberikut:

1. Kebijakan perlindungan serta pengakuan pemerintah terhadap
hak ulayat sebagai hak Masyarakat Adat di Papua Barat di-
sebabkan masih rendahnya pengetahuan, rendahnya kesadaran
masyarakat, budaya masyarakat, sarana dan fasilitas yang masih
terbatas, sehingga belum optimalnya daya dukung dalam per-
lindungan dan pengakuan pemerintah bagi masyarakat ulayat di
PapuaBarat.

2. Implementasi pengakuan hak ulayat sebagai hak Masyarakat
Adat di Papua Barat adalah perlindungan serta pengakuan dan
pemberdayaan sumber daya alam secara substantive. Sebagai
bagian dari ruang kehidupan masyarakat Papua Barat yang
liniear dengan perwujudan nilai-nilai hak asasi manusia relefan
dalamgenerasihakketiga.

3. Faktor yang memengaruhi perlindungan dan pengakuan sebagai
kebijakan pemerintah terhadap hak ulayat sebagai hak
Masyarakat Adat adalah masyarakat masih terikat oleh tatanan
adat mengenai pengurusan, penguasaan penggunaan hak ulayat
vang berlaku dan diakui serta ditaati oleh Masyarakat Adat di
PapuaBarat.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulanyang telah diuraikan, maka diberi- kan
saransebagaiberikut.

1. Pemerintah lebih optimal, konsekuen dan konsisten dalam
memberikan perlindungan hak ulayat bagi Masyarakat Adat di
PapuaBarat.

2. Pemerintah hendaknya melakukan verifikasi yang dilakukan
oleh suatu badan independen yang dibentuk oleh Pemerintah.
Badan independen ini berisikan akademisi, masyarakat adat,
dan organisasi non pemerintah yang paham tentang issu
masyarakatadat.

3. Perlu mendorong disahkannya RUU Perlindungan dan Peng-
akuan Hak Masyarakat Adat. Sejumlah peraturan pelaksana
mengenai pengakuan di tingkat nasional, serta perlu di-
apreasiasi karena menginisiasi berjalannya administrasi kebija-
kanimplementasiyangnyarisabsen lebihdarisatudekade.
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